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ABSTRAK 
 

Nama : Yayu Supardi 

Fakultas/ Prodi : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  

Judul Penerapan : Sanksi Tindak Pidana Ujaran Kebencian Terhadap Presiden 

Dalam Undang-Undang ITE nomor 19 Tahun 2016 Di Tinjau 

Menurut Hukum Pidana Islam 

Tanggal Sidang : 18 Juni 2019 

Tebal Skripsi : 69 halaman 

Pembimbing I : Saifuddin Sa’dan, S.Ag.,M.Ag 

Pembimbing II : Mumtazinur, S.IP.,MA 

Kata Kunci : Penerapan Sanksi, Ujaran Kebencian, Hukum Pidana Islam 

Maraknya terjadi ujaran kebencian terhadap presiden yang belakangan ini semakin 

menarik perhatian dari berbagai kalangan terutama masyarakat dan aparat penegak 

hukum. Ujaran kebencian dapat menciptakan terjadinya diskriminasi, kekerasan, 

penghasutan, yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan perpecahan bangsa. 

Konstitusi mengatur dan menjamin kebebasan berpendapat serta berekspresi setiap 

individu sejak dilahirkan namun tetap dengan batasan-batasan tertentu. 

Permasalahan yang dikaji oleh penulis dalam skripsi ini ialah bagaimana penerapan 

sanksi tindak pidana ujaran kebencian terhadap presiden dalam Undang-undang 

Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian 

ditinjau menurut hukum pidana Islam. Jenis penelitian ini termasuk penelitian 

“Library Research” yang bersifat deskriptif analitis. Kemudian data diambil dari 

dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Hasil dari penelitian ini 

adalah bahwa penerapan sanksi tindak pidana ujaran kebencian terhadap presiden 

yang terdapat dalam Undang-undang ITE nomor 19 tahun 2016 perubahan atas 

Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

dapat di pastikan bisa di terapkan terhadap setiap individu tanpa melihat status 

sosialnya. Kemudian dalam penerapan sanksi yang di berlakukan dalam perundang-

undangan sudah sesuai dengan hukum pidana Islam karena di dalam sumber agama 

Islam yaitu al-Qur’an dan Hadits melarang orang lain untuk menghina, menghasut, 

memfitnah, mengadu domba sesama muslim apalagi seorang pemimpin. Dalam 

bentuk sanksi terdapat perbedaan jika di masa khalifah Islam hukuman yang 

dijatuhkan berupa cambukan (jilid) kemudian didalam hukum positif adalah 

hukuman penjara. Namun terlepas dari itu dapat disimpulkan penerapan sanksi 

pidana yang didalam ujaran kebencian mencankup beberapa kategori  tindak pidana 

diantaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, menghasut, memprovokasi, 

penistaan, perbuatan yang tidak menyenangkan serta penyebaran berita bohong, 

termasuk dalam kategori jarimah ta’zir yang dimana dalam bentuk sanksinya 

diserahkan sepenuhnya kepada pemimpin (Ulil Amri) untuk menentukan sanksinya, 

karenasanksinya tidak ditentukan dalam al-Qur’an maupun Hadits. 

NIM : 140104113 
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KATA PENGANTAR 

الرَحِيمِِ الرَحْمَنِِ اللَِِّ بِسْمِِ  
 Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt. Yang 

telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Penerapan Sanksi Tindak 

Pidana Ujaran Kebencian Terhadap Presiden Dalam Undang-Undang ITE 

Nomor 19 tahun 2016 Di Tinjau Menurut Hukum Pidana Islam” dengan 

baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi besar 

Muhammad Saw, serta para sahabat, tabi‟in, dan para ulama yang senantiasa 

berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam 

kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.   

 Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis 

sampaikan kepada Bapak Saifuddin Sa‟dan, S.Ag. M.Ag selaku pembimbing 

pertama dan Ibu Mumtazinur, S.IP., MA  selaku pembimbing kedua karena 

dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan 

waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka 

penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan 

skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari‟ah dan 

Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Ketua Prodi HPI Bapak Syuhada, S.Ag. M.Ag 

serta seluruh Bapak atau Ibu dosen dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum 

yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua 

orang tua penulis Ayahanda Sajidin dan Ibunda Safrijar, Abang Reski Pahdi 

S.Pd dan seluruh keluarga semoga selalu dalam lindungan Allah, yang tak henti-
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 Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di 

UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit 03 dan seluruh teman-teman Prodi 

Hukum Pidana Islam ”Criminal law’14” yang saling menguatkan dan saling 

memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. 

Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya dengan balasan 

yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya 

skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh 

Allah SWT. 

 Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  

Nomor:158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987 

1. Konsonan 

No Arab Latin No Arab Latin 

 ا 1
Tidak 

Dilambangkan 
 {T ط 16

 Z ظ B 17 ب 2

 ” ع T 18 ت 3

 G غ S 19 ث 4

 F ف J 20 ج 5

 Q ق H 21 ح 6

 K ك Kh 22 خ 7

 L ل D 23 د 8

 M م Ż 24 ذ 9

 N ن R 25 ر 10

 W و Z 26 ز 11

 H ه S 27 س 12

 “ ء Sy 28 ش 13

 Y ي S 29 ص 14

    D ض 15
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2. Konsonan 

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fatḥah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dammah U 

 

b. VokalRangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat 

dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan  

Huruf 

Nama Gabungan Huruf  

َ  ي  Fatḥah dan ya Ai 

َ  و  Fatḥah dan wau Au 

Contoh: 

  kaifa :   كيف

 haula  :هول 

 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf 

,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan tanda 

ا  Fatḥah dan alif ي /َ 

atau ya 

Ā 

ي  َ  Kasrah dan ya Ī 

ي  َ  Dammah dan wau Ū 

 

Contoh: 

 qāla: ق ال  

م ى  ramā: ر 

 qīla: ق يْل  

 yaqūlu: ي ق وْل  
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4. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah (ة)hidup 

Ta marbutah (ة)yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah (ة) mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah h.  

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h. 

Contoh: 

طْف الْ   ة  الَْ  وْض   rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl : ر 

ن وّرة يْن ة  الْم  د    al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul : ا لْم 

Munawwarah 

ةْ   Ṭalḥah : ط لْح 

Catatan: 

Modifikasi 
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya 

ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti 

Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia 

tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.  
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebebasan berekspresi yang termasuk kedalam kebebasan berpendapat 

merupakan salah satu hak yang paling mendasar dalam hidup bernegara, dan 

dijamin oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan 

menyampaikan pendapat dimuka umum pasal 1 ayat (1): „Kemerdekaan 

menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan 

pikiran dengan dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan 

bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.‟  

Namun tanpa disadari mengeluarkan pendapat di depan umum tersebut 

pada era teknologi  yang  maju saat  ini dapat menimbulkan permasalahan 

hukum.Masuknya  Era  globalisasi  kecanggihan   komputer  disadari   telah  

memberikan kemudahan, terutama dalam  membantu  meringankan  pekerjaan  

manusia. Selainitu dampak perkembangan teknologi komputer menyebabkan 

munculnya modus-modus kejahatan yang baru yaitu dengan cara memanfaatkan 

kecanggihan sebagai alat. Penyalahgunaan ini dalam perkembangannya 

menimbulkan persoalan yang sangat rumit, terutama kaitannya dengan proses 

pembuktian pidana. Penggunaan media sosial sebagai cara untuk melakukan 

kejahatan memiliki tingkat kesulitan yang tersendiri dalam pembuktiannya. Hal 

ini dikarenakan komputer sebagai media memiliki karakteristik tersendiri dengan 

kata lain berbeda dengan kejahatan biasa yang dilakukan tanpa perantara 

komputer.  

Masalah dasar yang dialami masyarakat saat ini adalah belum adanya 

pemahaman tentang bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak dan 

mengambil sisi positifnya, serta menghindari dampak negatifnya. Media sosial 

seolah-olah membawa masyarakat kewilayah luas dan hampir tanpa batas dalam 
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berkomunikasi, kondisi yang tanpa tatap muka namun cepat mengantarkan pesan 

ini yang kemudian berkembang pesat dan bahkan liar karena sulit disensor. 

Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung 

jawab  guna  menyebarkan  ujaran  kebencian  untuk  menyerang  orang  lain de

mi kepentingan diri dan/atau kelompoknya. 

Akhir-akhir ini di Indonesia marak sekali terjadi kasus-kasus penghinaan, 

ujaran kebencian yang dilakukan seorang warga terhadap pejabat baik itu dalam 

lingkup daerah maupun dalam lingkungan nasional seperti Presiden dan para 

Menterinya.  Penghinaan dan ujaran kebencian terhadap presiden sudah menjadi  

ramai di kalangan masyarakat luas baik penghinaan dilakukan secara lisan, 

tulisan maupun gambar baik berupa meme di media  sosial seperti 

Facebook,Twitter, WhatsApp  dan  lain  sebagainya  ataupun  pernyataan  di 

depan wartawan secara  langsung  yang disebarkan  melalui media  massa. 

Salah  satu  contoh  beberapa  waktu  yang  lalu  direktorat  pidana  siber (

Ditipidsiber) bareskrim mabes Polri menangkap Ropi Yatsman (36)  Ropi 

ditangkap di Padang, Sumatera Barat,  Senin (27/2/2017. Dia ditangkap karena 

di duga mengunggah dan menyebarluaskan sejumlah konten gambar hasil editan 

dan tulisan di media sosial yang mengandung ujaran kebencian dan penghinaan 

terhadap pemerintah, diantaranya Presiden Joko Widodo.
1
 Akibat dari 

perbuatannya yang dilakukannya orang tersebut dilaporkan oleh orang terdekat 

Presiden Joko widodo kepihak kepolisian dengan sangkaan pencemaran nama 

baik di media sosial. 

Kasus terbaru tersebarnya di media sosial wakil presiden terpilih Ma‟ruf 

amin mengucapkan selamat natal dengan menggunakan baju sinterklas, Video 

itu merupakan hasil editan dari video Ma'ruf Amin saat mengucapkan selamat 

Natal yang juga sempat beredar di media sosial. Namun dalam video aslinya, 

                                                             
                

1
  Abdul  Qodir, „Pelaku  pengedit  wajah  Presiden Jokowi  ditangkap di 

kota Padang ” dalam http://www.tribunnews.com/nasional/2017/03/03 di akses pada  28 

April 2019.   

http://www.tribunnews.com/nasional/2017/03/03
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Ma'ruf mengenakan baju khasnya, yakni kemeja putih dipadukan jas hitam, 

serban putih dan  peci.  

Didalam Alquran telah dijelaskan bahwa menghina atau memperolok 

itu dilarang  oleh  Allah, seperti  yang  tertuang  dalam  Q.S AL Hujurat;11 sebag

aiberikut: 

نُۡۡمۡ وَلََ وِسَاءٓٞ مِّ  ا مِّ ٓ ٱَن يكَُوهوُاْ خَيۡۡٗ ن كوَۡمٍ عَسَى ينَ ءَامَنوُاْ لََ يسَۡخَرۡ كوَۡمٞ مِّ ِ لَّذ
 
َا ٱ أٓيَُّه ٓ يَ   ِّسَاءٍٓ عَسَى ن و

سُۡ 
 
لِۡ
 
بَِّۖ بِئسَۡ ٱ للَۡ   لَۡۡ

 
َّۖ وَلََ ثلَمِۡزُوٓاْ ٱَهفُسَكُُۡ وَلََ ثنََابزَُواْ بِأ نُۡۡنذ ا مِّ نِ  ٱَن يكَُنذ خَيۡۡٗ   ََٰ

م
لَۡ
 
لفُۡسُوُ  بدََۡ  ٱ

 
 ٱ

لِمُونَ  لظذ  
 
ئٓمَِ هُُُ ٱ ذمۡ يتَبُۡ فأَوُْلَ    وَمَن ل

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 

merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih 

baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan 

kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan 

janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan 

gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah 
(panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak 

bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang 

zalim”(QS. Al Hujurat:11). 

Dengan adanya ayat-ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Al-qur‟an telah 

mengatur tentang ujaran kebencian dalam hal ini pencemaran nama baik. Dalam 

kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaludin membagi tiga model pencemaran nama 

baik yang diantaranya
2
 : 

1) Sukhriyyah: yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain 

karena sebab tertentu. 

2) Lamzu: yaitu menjelek-jelekkan dengan cacian ataupun hinaan atau 

dengan kejelekan orang lain. 

3) Tanabuz: yaitu model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau 

memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan dengan sebutan 

paling buruk adalah memanggil “wahai fasik atau wahai yahudi” pada 

orang Islam. 

                                                             
2 Imam Jalaluddin, “Tafsir Jalalain”, Sinar Baru Algensindo, (Bandung,2010) hlm. 

428. 
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Islam sebagai agama yang yang membawa kedamaian, keselamatan, dan 

kebahagiaan hidup bagi manusia di dunia dan akhirat. Dalam penyebarannya 

Islam dapat tumbuh dan dianut oleh masyarakat luas dan tidak dengan sebuah 

paksaan dan cara-cara kekerasan, melainkan dengan cara mengedepankan 

pendekatan dialogis. Dari segi perbuatan, Ujaran kebencian merupakan 

perbuatan yang di dalamnya mencakup penghinaan, pencemaran nama baik, 

penistaan, provokasi, perbuatan yang tidak menyenangkan, fitnah, penyebaran 

berita bohong, dan semua perbuatan ini dilakukan dengan menghasut dan 

menimbulkan permusuhan. 

Setiap perbuatan dosa yang dilakukan manusia pasti ada hukumannya, 

baik hukumannya terdapat di dalam Alqur‟an maupun tidak. Ujaran kebencian 

yang menitikberatkan pada pencemaran nama baik dan penghinaan termasuk 

dalam dalam perbuatan dosa. Islam mendorong manusia untuk memelihara 

kehormatan walaupun keadaan kebebasan dalam berbicara, menolong seseorang 

yang terkena musibah dan memuliakan tamu juga termasuk memelihara 

kehormatan. Islam juga menganjurkan untuk memelihara keamanan, yakni 

dengan menetapkan hukuman berat bagi barang siapa yang menganggu 

keamanan masyarakat. Syariat Islam telah mengatur keamanan untuk seluruh 

umatnya. Dengan demikian kehormatan penting untuk dijaga bagi setiap manusia 

dari segi golongan manapun baik itu dari kalangan masyarakat biasa maupun 

bagi seorang pemimpin sebuah negara. 

Dalam sejarah Islam kepala pemerintahan Negara muslim disebut dengan 

Imam atau Khalifah. Imamah menurut bahasa berarti “kepemimpinan”, imam 

artinya “pemimpin”. Imam juga disebut Khalifah, yaitu penguasa dan pemimpin 

tertinggi rakyat.  Tugas dan tanggung jawab pemimpin (presiden) yaitu untuk 

melindungi Agama Allah, negara, dan rakyat dengan jabatan yang di milikinya, 

bila dalam suatu negara ada seorang presiden yang handal, maka rakyat akan 

terbantu untuk menegakkan agamanya,  meorganisir  pemenuhan  hak haknyadan  

melawan musuh musuhnya. Sebaliknya menurut Al Mawardi, tanpa adanya 
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seorang presiden,  rakyat akan  berada  dalam  keadaan  kacau, dan  tidak  akan  

di perhitungkan  atau di  segani  bangsa-bangsa  lain. 

Melihat dari tugas dan peran seorang presiden negara (pemimpin), maka 

tidak jarang kinerjanya dalam mengurus sebuah Negara dengan semua kebijakan 

yang di perintahkanya mendapat pro dan kontra dikalangan masyarakat dan tidak 

menutup kemungkinan pro dan kontra tersebut berbuah sebuah komentar-

komentar pedas yang secara tidak langsung  sudah mengindikasikan sebuah 

ujaran kebencian baik berupa sebuah hinaan, pencemaran nama baik, 

memprovokasi yang dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial 

internet. 

Melihat dari data diatas Penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai  

penerapan sanksi tindak pidana (Ujaran Kebencian) terhadap Presiden atau wakil 

Presiden didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 

Tahun 2016 ditinjau menurut Hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah). Sebagaimana 

yang telah dimuat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik ialah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang 

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu 

dan/atau 

kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golong

an(SARA).    

Dengan demikian, melihat dari pemaparan latar  belakang permasalahan

diatas penulis tertarik untuk  meneliti dan  akan  menuangkannya kedalam bentu

k karya ilmiah yang  berjudul :“Penerapan Sanksi Tindak Pidana 

Ujaran Kebencian Terhadap Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Ditinjau 

Menurut Hukum Pidana Islam” 

 

 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8/nprt/57/undang-undang-nomor-19-tahun-2016
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8/nprt/57/undang-undang-nomor-19-tahun-2016
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8/nprt/57/undang-undang-nomor-19-tahun-2016
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan pokok masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah sanksi tindak pidana ujaran kebencian terhadap presiden 

dalam undang-undang ITE ? 

2. Bagaimanakah tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan 

sanksi tindak pidana ujaran kebencian?  

C.  Tujuan  dan  Manfaat 

1. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi tindak pidana ujaran 

kebencian (hate speech) dan bagaimana tinjauan menurut hukum 

pidana islam terhadap  ujaran  kebencian  serta  penghinaan  kepada  

presiden. 

b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan dan sanksi ujaran kebencian 

yang ditinjau menurut hukum pidana Islam, apakah ada diatur dalam 

hukum pidana islam tentang ujaran kebencian. 

2. Manfaat penulisan 

Adapun manfaat dari penulisan  skripsi ini adalah  sebagai berikut: 

a. Sebagai  salah satu bahan penyusunan skripsi yang merupakan salah  

satu syarat memeperoleh gelar sarjana program  studi  Hukum Pidana 

Islam. 

b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya memperkaya wawasan 

ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan tindak pidana 

ujaran kebencian dan penghinaan terhadap presiden. 
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D. Penjelasan  Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman didalam penafsiran terhadap istilah 

yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah-

istilah tersebut. 

1. Tindak Pidana 

Tindak pidana ialah “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 

merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; namun di dalam buku 

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana dibandingkan dengan 

istilah tindak pidana. Kedua istilah ini sama hanya terdapat perbedaan 

penggunaan istilah saja” Perbuatan pidana adalah perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum yang larangan tersebut disertai 

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi  barang  siapa  yang  

melanggar  larangan  tersebut . 

2. Ujaran kebencian 

Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu 

individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun 

hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai 

aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, 

kewarganegaraan, agama, dan lain-lain
3
. Dalam arti hukum, Hate 

speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang 

dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap 

prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut 

ataupun korban dari tindakan tersebut. 

3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang 

Undang nomor 19 tahun 2016 Perubahan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008  

adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, 

                                                             
           

3
 Aan Aspihanto, “Ujaran kebencian dalam sudut pandang hukum positif dan 

Islam” Jurnal Ar Risalah, Vol 17, No 1, (Juni 2017) , hlm 15. 
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atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang 

berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di 

wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang 

memiliki akibat hukum wilayah hukum Indonesi ataupun diluar wilayah 

hukum  Indonesia  dan  merugikan  kepentingan  Indonesia 

4. Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) 

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh 

Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau 

perbuatan  kriminal  yang  dilakukan oleh orang orang  mukallaf (orang y

ang dapatdi bebani kewajiban), sebagai hasil dari  pemahaman atas dalil d

alil yang terperincidari  Alquran  dan  Hadits
4
 

E. Tinjauan  Pustaka 

Tinjauan pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap 

penelitian yang serupa yang pernah ada sebelumnya, penulis akan menelaah 

beberapa hasil penelitian untuk dijadikan bahan perbandingan dalam 

penelitiannya sementara itu penyusun telah menemukan beberapa karya ilmiah 

yaitu skripsi yang membahas tentang kasus ujaran kebencian dalam hal ini 

penghinaan :”Analisis hukum Islam terhadap putusan majelis hakim pengadilan 

negeri Jakarta Pusat Tentang Terkara Pidana Penghinaan Oleh Pers ( putusan  

Nomor.1426/PID.D/2003/PNJKT.PST)” karya Nurhikmah skripsi ini 

menjelaskan  tentang analisis hukum islam tentang pidana penghinaan.Yang 

membedakan adalah kasusnya dalam skripsinya Nurhikmah kasusnya adalah 

dewan pers sedangkan dalam penelitian ini kasusnya ialah terhadap Presiden. 

                                                             
4
 Zainuddin Ali, “Hukum Pidana Islam,” (Sinar Grafika, Jakarta), 2007, Hlm 1. 
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Skripsi  Masrullah,‟Penghinaan Terhadap Presiden di Media Sosial 

Menurut Fiqh Jinayah‟
5 

persamaanya adalah sama-sama membahas penghinaan 

kepala negara. Dan yang membedakan adalah,  penelitian Masrullah  mengunaka

n perspektif fiqh jinayah terhadap penghinaan kepala negara di media sosial dan 

hanya membahas poin penghinaan sedangkan dalam  skripsi ini membahas 

ujaran  kebencian  secara  keseluruhan   yang  mengandung  dan  terbagi  kedala

mbeberapa tindak  pidana, yang mana penulis  tuangkan  kedalam  judul  penera

pansanksi tindak  pidana  ujaran  kebencian terhadap  presiden dalam UU ITE N

omor19  Tahun2016 dan di  tinjau menurut Hukum Islam. 

Jurnal berjudul “Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: 

SE/6/X/2016 tentang Penanganan Ucapan Kebencian (Hate Speech) yang 

ditulis oleh Veisy Mangantibe dalam jurnal Lex Crimen Vol. V/No. 1/Jan/2016. 

Dalam jurnal ini memaparkan bahwa tujuan penelitian jurnal tersebut dilakukan 

untuk mengetahui ruang lingkup ujaran kebencian dalam surat edaran kapolri 

tersebut. Ruang lingkup ujaran kebencian tersebut telah dikemukakan dalam 

Surat Edaran Kapolri  Nomor: SE/6/X/2016.
6
 

F. Metode  Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam 

mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian,  untuk  

memperoleh  suatu  penelitian,  untuk  mendapatkan pemecahan terhadap suatu 

masalah.
7
 Untuk mendapatkan dan membahas dalam data penelitian ini 

penulis menggunakan  metode-metode  sebagai  berikut : 

 

                                                             
5
 Masrullah ,‟‟Penghinaan  terhadap  presiden  di  media sosial  menurut  fiqh  jinaya‟‟ 

(Jakarta:2016) 
6
 Veisy Mangantibe, “Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri 

Nomor: SE/6/X/2016 tentang Penanganan Ucapan Kebencian (Hate Speech)” Lex Crimen, No. 

1, Vol. V, (Januari 2016), hal 2 kolom 2. 
7
 Joko  Subagyo,  Metode Penelitian  Dalam   Teori   dan  Praktek  (Jakarta: PT. Rinek

a Cipta,1994),h 2. 
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1. Jenis Penelitian  

Jenis  penelitian  ini  adalah dengan  menggunakan pendekatan 

Kualitatif yaitu metode analisis bahan hukum yang dilakukan dengan  

cara  mengelompokandan  memilih  bahan  hukum  bersumber  dari   

hasil  penelitian yang  relevan  dan sesuai  dengan   tujuan  penelitian  

yang  akan  kita  bahas.   Penelitian ini juga dikatakan penelitian 

hukum doctrinal. Penelian hukum jenis ini, hukum dikonsepkan 

sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan 

ataupun dengan kata lain penelitian yang sepenuhnya menggunakan 

bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji 

dokumen atau sumber tertulis seperti undang-undang, buku, majalah, 

jurnal, Koran, dan lain-lain. 

2. Metode  Pengumpulan  Data 

Metode yang  digunakan adalah studi pustaka, yaitu mengumpulkan, 

mengindentifikasi, mengklarifikasi, dan menganalisa data untuk 

kemudian dilakukan pencatatan ataupun pengutipan data tersebut. Studi 

pustaka dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu sumber data dan 

bahan hukum primer dan sekunder, dengan sumber sebagai berikut: 

a. Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) 

Penelitian dengan metode ini,  data yang didapatkan langsung dari 

subjek penelitian  dengan  menggunakan  alat  pengukuran  atau  

alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai informasi yang 

dicari . Yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan yang 

baru tentang  fakta yang diketahui atapun pengetahuan baru 

tentang ide.
8
 Maka sumber dari penelitian ini adalah KUHAP, 

KUHP, Al Qur‟an, Hadis dan dokumen lainya. 

 

                                                             
8
Soerjono,Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,cet.keenam  (Jakarta:PT

Raja  Grafindo Persada:2003), hlm. 29. 
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b. Penelitian lapangan (field research)   

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang 

dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara untuk 

mendapatkan keterangan-keterangan yang akan di olah dan dikaji 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Penelitian lapangan ini akan dilakukan di berbagai tempat dan 

instansi yang sekiranya berhubungan dengan obyek penelitian 

yaitu yang berkaitan dengan ujaran kebencian sehingga berbagai 

data yang sudah ada dapat dianalisis sesuai dengan fakta yang 

tejadi, apakah sudah sesuai antara apa yang seharusnya 

dengan apa yang terjadi (das sollen dengan das sein). 

3. Teknik  Pengumpulan  Data 

Dalam penelitian ini berkaitan dengan permasalahan penelitian ini 

menggunakan penelitian dokumentasi, serta wawancara dalam hal ini 

penelitian ini dilakukan dengan meneliti sumber-sumber tertulis yaitu, 

bacaan yang sekiranya bersangkutan dengan hukum pidana islam dan 

hukum pidana positif, artikel, makalah, seminar, dan mewawancarai 

beberapa aparat penegak hukum yang terkait dalam penelitian ini yang 

akan dijadikan referensi dalam penelitian ini. 

4. Metode  Analisis  Data 

Adapun untuk menganalisis data, penulis menganalisa secara Kualitatif, 

yang mana memperhatikan dan mencermati data secara mendalam 

dengan menggunakan metode induktif dan deduktif untuk memperoleh 

kesimpulan yang tepat mengenai masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini, yaitu penerapan sanksi ujaran kebencian terhadap 

presiden dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

Nomor 19 tahun 2016. 
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G. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, dimana dalam setiap bab 

terdapat sub-sub pembahasan yang saling berkaitan yaitu : 

Bab pertama, adalah pendahuluan yang meliputi, latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, 

metode  penelitian  dan  sistematika  penulisan. Bab  ini  diharapkan  dapat 

menjadi kerangka pijakan untuk melangkah ke dalam bab-bab selanjutnya. 

Bab kedua ini  berisi  tentang  penjelasan tindak  pidana, tinjauan umu

m ujaran kebencian , bentuk-bentuk ketentuan ketentuan  UU  ITE  Nomor 19 

tahun 2016 berisi tentang elektronik, pengertian hukum islam dan sumber-

sumber hukum islam beserta hukum positif. 

Bab ketiga  Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai kasus-kasus 

ujaran kebencian yang pernah di tujukan terhadap presiden, kemudian 

pembahasan mengenai bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak 

pidana ujaran yang kemudian penerapan sanksi akan di lihat berdasarkan 

tinjauan Hukum pidana Islam (Fiqh jinayah) tentang ujaran kebencian terhadap 

presiden. 

Bab  Keempat   berisi  tentang  penutup,  dalam bab terakhir ini 

terdapat kesimpulan dan saran, kesimpulan ini berisi ringkasan jawaban yang di 

teliti penulis, serta saran berisi hal-hal yang diusulkan untuk perbaikan dari 

penelitian yang dikaji oleh penulis.  
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BAB DUA 

TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DALAM UU 

NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG ITE DAN HUKUM 

PIDANA ISLAM 

 

A. Tindak Pidana dan Ujaran Kebencian 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum belanda yaitu 

strafboarfeit yang mempunyai definisi suatu kelakuan yang melawan hukum 

berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat di 

pertanggung jawabkan. Adapula yang mengistilahkan delict yang berasal dari 

bahas latin delictum. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan 

yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai 

ancaman (sanksi) yang berupa tindak pidana tertentu, barang siapa melanggar 

larangan tersebut. Larangan tersebut  ditujukan  pada perbuatan, sedangkan 

ancaman pidananya ditujukan pada orang  yang menimbulkan kejadian itu. 

Moeljatno memisahkan antara criminal act dan criminal responsibility yang 

menjadi unsur tindak pidana. Menurut moeljatno hanya lah unsur-unsur yang 

melekat pada criminal act (perbuatan yang dapat di pidana). Sedangkan yang 

termasuk unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan 

undang-undang bersifat melawan hukum
9
. 

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah 

suatu perbuatan yang bagi pelakunya  dapat  dikenakan  hukuman pidana
10

.  

Sedangkan menurut Teguh Prasetyo didalam bukunya, beliau 

mengatakan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang 

                                                             
9 Moeljatno,” Asas-Asas Hukum Pidana,” Cetakan. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 

2015, Hlm 59. 
10

 Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana l”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, 

Hlm. 75. 
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dan diancam oleh pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan 

yang bersifat aktif ( melakukan sesuatu yang di larang hukum), juga perbuatan 

yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu  yangdi  haruskan oleh hukum)
11

 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  

Pada dasarnya setiap tindak pidana harus mempunyai unsur-unsur 

yang dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai 

tindak pidana atau tidak, berikut ini merupakan unsur-unsur tindak 

pidana adalah: 

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan); 

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; 

d. Unsur melawan hukum yang objektif; dan 

e. Unsur melawan hukum yang subjektif;
12

 

Penting untuk ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan tindak 

pidana tidak unsur melawan hukum, suatu perbuatan tersebut sudah bisa 

dikatakan melawan hukum, sehingga tidak  perlu lagi dinyatakan tersendiri. Uns

urmelawan hukum juga tidak hanya dilihat dari  segi  objektif, namun  juga  perl

u dilihat dari segi subjektif
13

. 

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana dapat 

dibedakan kedalam dua macam  yaitu unsur objektif  dan  unsur subjekti: 

1) Unsur Objektif 

Unsur Objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri sipelaku 

tindak pidana, menurut Lamintang, unsur objektif ini adalah unsur 

                                                             
11 Teguh Prasetyo,”Hukum Pidana”, Rajawali Pers, Jakarta,2010, Hlm 48. 
12

 Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Cetakan Kesembilan,  Rineka, Jakarta, hlm 

69. 
13

 Ibid, Hlm.7 
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yang ada hubunganya dengan keadaan keadaan, yaitu didalam 

keadaan mana tindakan tindakan dari pelaku itu harus  dilakukan
14

. 

Unsur Objektif ini  meliputi
15

: 

a) Perbuatan atau kelakuan manusia; 

Kelakuan manusia atupun perbuatan manusia itu ada yang aktif 

(berbuat sesuatu), misalnya seperti pada kasus pembunuhan 

pasal 338 KUHP, menganiaya terdapat dalam pasal 351 KUHP, 

mencuri dalam pasal 362 KUHP, dan lain-lain. Dan ada pula 

yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu), misalnya: tidak 

melaporkan pada pihak yang berwajib ataupun kepada yang 

terancam, sedangkan ia mengetahui adanya suatu perencanaan 

jahat, adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu 

terdapat dalam pasal 164, 165 KUHP, tidak mengindahkan 

kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi, saksi ahli, 

ataupun juru bahasa pasal 224 KUHP, dan tidak memberikan 

pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut, pasal 

531 KUHP. 

b) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik; 

Perkara ini terdapat didalam delik-delik materil ataupun delik-

delik yang dirumuskan secara materil, misalnya itu pada kasus 

pembunuhan di atur dalam pasal 338 KUHP, penganiayaan 

dalam pasal 351 KUHP, penipuan dalam pasal 378 KUHP, dan 

lain sebagainya. 
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Bakti,Bandung, 1997, hlm.397. 
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c) Unsur melawan hukum; 

Setiap perbuatan yang mana perbuatan tersebut dilarang serta di 

ancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan 

hukum pidana  itu  merupakan suatu  perbuatan  yang  melawan  

hukum  

(wederrechtelijkheid-rechtsdrigkeit), meskipun unsur ini tidak 

dinyatakan secara tegas dalam perumusannya. Misalnya  seperti 

melawan hukum dengan merampas kemerdekaan di atur dalam 

pasal 333 KUHP. Dan lain sebagainya. 

d) Unsur lain yang menetukan sifat tindak pidana; 

Dalam unsur ini terdapat beberapa tindak pidana yang untuk 

dapat memperolehnya sifat tindak pidananya itu memerlukan 

hal-hal yang objektif yang harus menyertainya, seperti: 

penghasutan dalam pasal 160 KUHP, melanggar kesusilaan 

dalam pasal 282 KUHP, mabuk yang diatur dalam pasal 536 

KUHP. Tindak pidana yang di lakukan tersebut  harus di depan 

umum. Unsur-unsur tersebut harus ada pada waktu perbuatan 

dilakukan, oleh karena itu maka di sebut dengan yang 

menentukan sifat tindak pidana. 

e) Unsur yang memberatkan pidana; 

Hal ini dapat di temui dalam delik-delik yang dikualifikasi oleh 

sebab akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka 

ancaman yang pidananya jadi di perberat , misalnya seperti pada 

kasus penganiayaan dalam pasal 351 KUHP di ancam dengan 

pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan ayat (1), dan apabila 

penganiayaan tersebut mengakibatkan luka-luka berat , maka 

ancaman pidananya akan di perberat menjadi paling lama 5 
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tahun ayat (2) , dan jika mengakibatkan kematian di perberat 

lagi menjadi paling lama 12 tahun penjara ayat (3) KUHP, 

dalam contoh lain terdapat pada kasus merampas kemerdekaan 

seseorang pasal 333 KUHP diancam dengan pidana penjara 

paling lama 8 tahun ayat (1) , jika perbuatan tersebut 

mengakibatkan luka-luka maka ancaman pidananya juga akan 

di perberat menjadi paling lama 9 tahun penjara ayat (2), dan 

jika sampai mengakibatkan sebuah kematian maka ancaman 

pidananya menjadi 12 tahun penjara ayat (3) KUHP, dan lan 

sebagainya. 

f) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana; 

hal ini misalnya seperti membujuk dan membantu seseorang 

untuk melakukan bunuh diri , pelakunya hanya dapat di pidana 

kalau orang tersebut jadi bunuh diri di atur dalam pasal 345 

KUHP, tidak memberikan pertolongan kepada seseorang yang 

sedang menghadapi maut, pelakunya hanya dapat di pidana jika 

kemudian orang tersebut meninggal dunia dalam pasal 531 

KUHP. 

2) Unsur Subjektif 

Unsur Subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku 

tindak pidana, unsur subjektif ini meliputi: 

a) Kesengajaan (dolus); 

b) Kealpaan (culpa); 

c) Niat (voornemen); 

d) Maksud (oogmerk); 

e) Dengan rencana terlebih  dahulu (met  voorbedachte rade); 
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f) Perasaan takut (vrees)

16
; 

3. Ujaran Kebencian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam 

a. Defenisi Ujaran Kebencian dalam Hukum Positif 

Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang di lakukan oleh 

suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, 

ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal 

berbagai aspek seperti ras, warnakulit, etnis, gender, cacat, orientasi 

seksual, kewarganegaraan, agama
17

.  

Dalam definisi Hukum, ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, 

tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang, karena bisa memicu 

terjadinya perbuatan kekerasan dan sikap prasangka, baik dari pihak 

pelaku kejahatan maupun korban dari perbuatan tersebut.  Menurut 

salah satu peneliti dari Binus University, Ujaran kebencian dapat di 

gambarkan sebagai suatu perkataan yang bertujuan untuk membenci, 

melanggar, mendiskriminasi dengan cara menyinggung, mengancam, 

atau menghina kelompok berdasarkan ras, warna 

kulit, agama, gender , kebangsaan. Ujaran  kebencian  merupakan  sua

tu  laranganmengenai gagasan atau memperbaik emosi tetapi lebih ke

pada pembatasan bentukkomunikasi
18

. 

Dari segi perbuatan, Ujaran kebencian  merupakan perbuatan yang di 

dalamnya mencakup penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, 

provokasi, 
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perbuatan  tidak  menyenangkan,  fitnah,  penyebaran  berita  bohong, 

dan  semuaperbuatan  ini  dilakukan  dengan   menghasut   untuk meni

mbulkan permusuhan. 

b. Definisi Ujaran  Kebencian  Dalam  Hukum Islam 

Dalam hukum islam, belum ada definisi khusus yang menjelaskan 

secara detail tentang ujaran kebencian namun bebrapa pembagian 

tindak pidana yang termuat dalam ujaran kebencian itu ada di jelaskan 

seperti penghinaan, penghinaan adalah terjemahan dari kata ihtiqar, 

yang berarti meremehkan, maksudnya adalah penghinaan terhadap 

orang lain, yang bisa terjadi menggunakan kata kata, peragaan, atau 

gambar gambar, yang kemudian orang yang di hina menjadi malu 

oleh hal itu
19

. Seperti yang di sebutkan salah satu ahli hukum Islam, 

Abdul Rahman Al Maliki bahwa penghinaan dibagi menjadi tiga, 

yaitu
20

 : 

1) Al-Dzamm, adalah penisbahan sebuah perkara tertentu kepada 

seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan 

dan pelecehan manusia; 

2) Al Qadh, adalah segala  sesuatu  yang  berhubugan dengan  reputas

i  dan 

harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu; 

3) Al Tahqir, adalah setiap kata yang bersifat  celaan atau  mengindik

asikanpencelaan atau pelecehan; 

Alqur‟an yang merupakan pedoman bagi seluruh manusia memberikan 

perhatian besar terhadap konsep keadilan yang menjadi pusat nilai dalam etika 
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hlm 379. 



20 

 
Islam. Berikut  adalah ayat ayat Al Qur‟an yang maknanya menjurus kepada 

ujaran kebencian: 

نُۡۡمۡ وَلََ وِسَاءٓٞ مِّ  ا مِّ ٓ ٱَن يكَُوهوُاْ خَيۡۡٗ ن كوَۡمٍ عَسَى ينَ ءَامَنوُاْ لََ يسَۡخَرۡ كوَۡمٞ مِّ ِ لَّذ
 
َا ٱ أٓيَُّه ٓ يَ   ِّسَاءٍٓ عَسَى ن و

سُۡ 
 
لِۡ
 
بَِّۖ بِئسَۡ ٱ للَۡ   لَۡۡ

 
َّۖ وَلََ ثلَۡمِزُوٓاْ ٱَهفُسَكُُۡ وَلََ ثنََابزَُواْ بِأ نُۡۡنذ ا مِّ نِ  ٱَن يكَُنذ خَيۡۡٗ   ََٰ

م
لَۡ
 
لفُۡسُوُ  بدََۡ  ٱ

 
 ٱ

لِمُونَ  لظذ  
 
ئٓمَِ هُُُ ٱ ذمۡ يتَبُۡ فأَوُْلَ    وَمَن ل

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 

merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih 

baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan 

kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan 

janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan 

gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah 

(panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak  

bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”(QS. Al 

Hujurat:11). 

 

Dalam kitab Tafsir Ibnu  Katsir, disebutkan bahwa tafsir dari ayat ini 

adalah Allah SWT telah berfirman dengan melarang hamba-hambanya yaitu 

orang-orang mukmin saling berolok-olokkan, hina menghina dan cela mencela. 

Janganlah suatu kaum saling mengolok-olokkan, menganggap rendah kaum 

yang lain, karena mungkin saja kaum yang dihina yang di perolokkan itu lebih 

baik daripada kaum yang mengolok-olok, dan belum tentu yang mengolok-olok 

itu lebih baik dari pada yang di olok-olok.
21

  

Allah SWT juga melarang diantara wanita-wanita yang beriman, 

janganlah kamu saling mengolok-olokkan dan menghina antar sesama wanita, 

juga larangan terhadap mencela diri sendiri dengan mencela sesama saudara 

mukmin. Demikian pula janganlah saling memanggil dengan panggilan yang 

buruk yang orang tersebut tidak menyukainya.  

                                                             
21 Salim Bahreisy  dan  Said  Bahreisy, „Terjemahan  singkat  Tafsit  Ibnu Katsir Jilid  7

‟,(Surabaya :PT Bina Ilmu,1992), hlm.319. 
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Kemudian menurut Al-Maraghi, Allah melarang seorang mukmin 

mencela mukmin yang lain dalam segala bentuk celaan. Dan jika tidak bertaubat 

setelah melakukan perbuatan tersebut, maka ia berbuat buruk terhadap dirinya 

sendiri  dan  melakukan dosa besar.
22

 

Selanjutnya dalam Surat An-Nisa: 9 menyebutkan sebagai berikut:          

َ وَليَۡلوُلُ  للَّذ
 
مۡ فلَۡيَتذلُواْ ٱ فًا خَافوُاْ علَيَِۡۡ ذةٗ ضِدَ   ينَ لوَۡ ترََنُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرّيِ ِ لَّذ

 
ِ يً ا وَليَۡخۡشَ ٱ ََ  واْ كوَۡلَٗ 

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah 

mereka bertakwa kepada  Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 

perkataan yang benar” (QS. An-Nisa‟:9) 

Kemudian di dalam surah lain Al-Qur‟an kembali mempertegas akan 

larangan untuk melakukan perbuatan ujaran kebencian tersebut yang di 

sebutkan dalam  Surat  Al-Ahzab  ayat  58  yang  berbunyi:  

بِ  ثمۡٗا مه
م
نٗا وَا حۡتمََلوُاْ بُُۡتَ  

 
بُواْ فلََِ  ٱ نۡتسَ َ

 
تِ بِغَيِۡۡ مَا ٱ لمُۡؤۡمِنَ  

 
لمُۡؤۡمِنِيَن وَٱ

 
ينيَُؤۡذُونَ ٱ ِ لَّذ

 
 ينٗا وَٱ

 Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan 

mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya 

mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (Q.S Al-

Azhab:58) 

          Kemudian dalam Surah lain Allah mengingatkan untuk berhati-hati akan 

berita yang datang dan belum tentu akan kebenarannya (Hoax) terdapat dalam 

surat Al-Hujurat  ayat 6  yang  bunyinya  sebagai berikut: 

 

 

  

قُُۢ بِنبَاَ ٖ فتَبََيذنوُٓاْ ٱَن ثصُِيبُواْ   َِ ن جَاءَٓكُُۡ فاَ
م
ينَ ءَامَنوُٓاْ ا ِ لَّذ

 
اَ ٱ أٓيَُّه لََٖ فتَصُۡبِحُواْ علَََى مَا فدََلۡتُُۡ نَ  يَ   ا بَِِهَ     كوَۡمَُۢ

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik 

membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 
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menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu 

itu(Q.S Al-Hujurat:6) 

Selanjutnya di dalam surat Al-Isra‟ ayat 53 Allah berfirman yang 

bunyinya: 

                              

       

Dan katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: "Hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan 

itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan 

itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.(Q.S Al-Isra‟:53) 

Dengan adanya ayat-ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Al-qur‟an 

telah mengingatkan tentang Ujaran kebencian dalam hal ini pencemaran nama 

baik. Dalam kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaludin membagi tiga model 

pencemaran nama baik yang diantaranya
23

 : 

a) Sukhriyyah: yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain 

karena sebab tertentu. 

b) Lamzu: yaitu menjelek-jelekkan dengan cacian ataupun hinaan atau 

dengan kejelekan orang lain. 

c) Tanabuz: yaitu model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau 

memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan denfan 

sebutan paling buruk adalah memanggil “wahai fasik atau wahai 

yahudi” pada orang Islam. 

Dalam hukum Islam Perbuatan adu domba juga dilarang, adu domba 

dalam hukum Islam disebut dengan  Namimah, yaitu suatu perilaku mengadu 

domba atau menyebar fitnah antara seseorang dengan orang lain yang bertujuan 
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umtuk membuat orang lain saling bermusuhan atau saling tidak suka. perbuatan 

Ghibah ini dalam hukum islam adalah menggujing yang maksudnya disini ialah 

menggunjing atau menyiarkan orang lain sehingga orang lain yang tersebut 

menjadi malu oleh sebabnya namanya menjadi buruk di pandangan orang lain. 

Dalam Hadits disebutkan sebagai berikut: 

قِيلَ: أَفَ رَأيتَ إِنْ  عَنْ أبَِي قِيلَ: ياَ رَسُولُ الِله! مَا الْغِيبَةَ؟ قَالَ: ذِكءرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرُهُ، ٌ كَانَ فِي   ىُرَيرَةَ، انََّوُ ٌ

قاَلَ: إِنْ كَانَ فِيوِ مَا تَ قُولُ فَ قَدْ اغْتَبْتَوُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيوِ مَا تَ قُولُ قَ قَدْ   بَ هَتَّوُ. أَخِي مَا أقَُولُ؟ ٌ

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “Suatu ketika ada yang bertanya, wahai 

Rasulullah, Apakah ghibah itu? Beliau menjawab, yaitu menyebut 

saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia suka.‟ Beliau kembali 

ditanya, apa pendapatmu jika apa yang aku katakan itu ada pada 

saudaraku? “Beliau menjawab, jika apa yang kamu katakan ada 

padanya, maka sesungguhnya kamu  telah mengghibahnya (mengump

atnya) dan jika tidak ada padanya, maka sungguh kamu telah 

memfitnahnya.”(HR.Shahih Sunan Abu Daud)
24

 

Dalam Riwayat lain Nabi Muhammad SAW kembali mengingatkan 

akan larangan melakukan perbuatan fitnah: yang berbunyi sebagai berikut: 

 عَنْ ىُزَيفَةَ، قاَلَ: قَالَ رَسُولُ الِله صلى الله عليو وسلم لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَ تَّاتٌ.

Dari Hudzaifah, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak akan masuk surga orang 

yang membuat fitnah.” .”(HR.Shahih Sunan Abu Daud)
25

 

Perbuatan fitnah dalam hukum  islam artinya cobaan, memfitnah orang 

lain berarti seseorang berusaha agar orang lain jatuh dalam percobaan hidup, ada 

berbagai  sebab  yang  membuat  fitnah  ini  terjadi, bisa jadi di timbulkan oleh 
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rasa takabbur, iri, dendam, ingin dikenal, dan lain sebagainya

26
. Dalam 

pandangan Islam, seluruh tatanan ajaran agama yang telah ditetapkan Islam baik 

yang berkaitan dengan akidah, syariah, maupun akhlak, bertumpu pada lima 

tujuan yang mendasar yaitu: memelihara agma, memelihara jiwa, keturunan, 

akal, dan harta. Dari kelima tujuan dasar tersebut, memelihara agama dan 

kebebasan serta akal merupakan tujuan yang tertinggi tingkatannya dan dapat 

perhatian yang khusus dalam Islam
27

 

4. Unsur-Unsur dan Bentuk Ujaran Kebencian 

Terdapat beberapa unsur-unsur Ujaran kebencian, diantaranya
28

: 

1. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung: 

2. Yang  di dasarkan  pada  kebencian  atas  dasar  suku, ras,  agama, alir

an keagamaan, keyakinan/kepercayaan, antar golongan, warna kulit, 

gender, kaum difabel, ras, etnis dan orientasi seksual; 

3. Yang   merupakan  hasutan  terhadap   individu  kelompok  agar  terja

di diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa atau konflik sosial; 

4. Yang dilakukan melalui berbagai sarana;  

Sebagaimana Unsur-unsur yang telah dipaparkan diatas, dapat kita tarik 

kesimpulan bahwasanya yang di katakana sebagai tindak pidana ujaran 

kebencian adalah segala tindakan dan usaha yang dilakukan oleh seseorang 

ataupun lebih baik secara langsung maupun tidak, untuk menebar kebencian, 

menghasut seseorang maupun kelompok/komunitas atas dasar suku, agama, 

aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, 

etnis, gender, kaum difabel, dan  orientasi seksual. Perbuatan yang dilakukan 
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dapat berupa lisan maupun tulisan melalui berbagai macam saran, sarana yang 

dimaksud disini  ialah seperti  melalui  spanduk,  media  sosial ( facebook, twitte 

,instagram, email, path, whatshApp, dan lain sebagainya),  penyampaian 

pendapat di muka umum, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun 

elektronik ( buku, majalah, Koran, komik, pamplet), dan  juga  bisa  melalui  

kampanye, baikdalam bentuk orasi maupun tulisan. 

Dalam surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015, ujaran kebencian 

dapat berupa tindak pidana yag di atur dalam kitab undang-undang hukum 

pidana 

(KUHP) dan ketentuan pidana lainnya yang di atur diluar KUHP. Yang berbentu

kantara lain
29

: 

1. Penghinaan; 

2. Pencemaran nama baik; 

3. Penistaan; 

4. Perbuatan yang tidak menyenangkan; 

5. Memprovokasi; 

6. Menghasut; 

7. Penyebaran berita bohong (Hoax); 

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada 

tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan konflik 

sosial. 

Kemudian pada huruf (g) surat edaran nomor SE/06/X/2015 disebutkan 

ujaran kebencian sebagaimana yang dimaksud di atas, bertujuan untuk 
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menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan kelompok  masyaraka

t,dalam  berbagai  komunitas  dari aspek
30

: 

1. Suku; 

2. Agama; 

3. Aliran Keagamaan; 

4. Keyakinan atau kepercayaan; 

5. Ras, Etnis, Gender; 

6. Antar golongan, Warna kulit; 

7. Kaum difabel; 

8. Orientasi seksual; 

Adapun penjelasan dari pembagian tindak pidana yang terdapatdalam 

ujaran kebencian yang ada di atas adalah sebagai berikut: 

a. Penghinaan 

Penghinaan  dapat  dikatakan  sebagai  ujaran kebencian 

jikapenghinaan  ditujukan  kepada  seseorang dan  kelompok/ 

komunitas berdasarkan  atas suku, agama,  keagamaan, keyakinan/ 

kepercayaan,etnis, warna kulit, gender, orang yang disabilitas, dan 

orientasi seksual serta penghinaan itu berupa hasutan guna 

melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan . Penghinaan 

ini terdapat dalam pasal 315 KUHP jo UU No.12 Tahun 2005 

tentang pengesahan konvenan Internasional tentang hak-hak sipil 

dan politik jo pasal 7 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang 

HAM. Pasal 315 KUHP Berbunyi: 

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat 

pencemaran nama baik tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, 

baik dimuka umu dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang 

itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang 
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dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena 

penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan 

dua minggu atau  denda  paling banyak tiga ratus rupiah”. 
 

Fitnah juga dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika tuduhan 

itu tidak hanya dinyatakan semata tetapi di lakuakan juga dengan 

bentuk tindakan maupun perbuatan dan usaha baik secara langsung 

maupun tidak langsung, tuduhan tidak benar itu tentang 

kehormatan ataupun nama baik seseorang berdasarkan atas suku, 

agama, ras, aliran keagamaan, keyakinan/ kepercayaan, etnis, 

warna kulit, gender, orang yang disabilitas, dan orientasi seksual 

serta tuduhan tersebut berupa hasutan untuk melakukan 

diskriminasi, permusuhan atau kekerasan
31

. 

b. Pencemaran Nama Baik 

Pencemaran nama baik dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian 

jika serangan tersebut berbentuk tindakan dan usaha baik langsung 

maupun tidak, serangan terhadap kehormatan ataupun nama baik 

seseorang itu berdasarkan atas suku, agama, aliran keagamaan, 

keyakinan/ kepercayaan, etnis, warna kulit gender, orang yang 

disabilitas, dan orientasi seksual serta serangan berupa hasutan 

untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan
32

. 

Pencemaran nama baik terdapat pada pasal 310 KUHP jo. UU No. 

12 Tahun 2005 tentang pengesahan konvenan internasional tentang 

hak-hak sipil dan politik jo. Pasal 7 ayat (1), (2), (3) UU No.39  

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Yang Bunyinya: 

“(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik 

seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang-

terangan supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena 
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pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan 

atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. 

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang 

disiarkan, ditunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka yang 

bersalah , karena pencemaran yang tertulis, diancam pidana penjara 

paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga 

ratus rupiah. 

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika 

perbuatan tersebut terang dilakukan demi kepentingan umum 

karena terpaksa untuk membela diri.” 

c. Penistaan 

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun 

pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya 

tindakan kekerasan dan sikap prasangka antara dari pihak pelaku 

tersebut maupun korban dari tindakan tersebut, sedangkan menurut 

pasal 310 ayat (1) KUHP penistaan adalah suatu perbuatan yang 

dilakukan dengan cara menuduh seseorang maupun kelompok telah 

melakukan perbuatan tertentu dengan maksud supaya tuduhan itu 

tersiar (diketahui orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu 

tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, 

menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan 

biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang 

sangat memalukan
33

. Sedangkan penistaan dengan surat di atur 

pada pasal 310 ayat (2) KUHP
34

. Sebagaimana yang telah 

dijelaskan apabila tuduhan tersebut di lakukan dengan tulisan 

(surat) ataupun gambar, maka jelas kejahatan itu dikategorikan 
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menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal 

ini jika perbuatan/ kejahatan yang dilakukanya 

menggunakan surat atau gambar. 

d. Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan 

Perbuatan tidak menyenangkan ini tidak termasuk dalam ujaran 

kebencian ,karena Mahkamah Konstitusi dalam putusan 

No.1/PPU-XI/2013 Telah menghapus kekuatan mengikat frasa 

“sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak 

menyenangkan” dalam pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. Dengan 

demikian dapat dikatakan perbuatan tidak menyenangkan tidak lagi 

ada dalam hukum pidana Indonesia
35

. 

e. Memprovokasi 

Memprovokasi merupakan menyatakan perasaan permusuhan, 

kebencian atau penghinaan di muka umum terhadap suatu atau 

beberapa golongan terdapat pada rumusan pasal 156 KUHP dapat 

dikatakan sebagai ujaran kebencian jika perasaan permusuhan, 

kebencian atau penghinaan tersebut dilakukan dalam bentuk 

tindakan dan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Golongan yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu tiap-tiap 

bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau 

beberapa bagian lainya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, 

keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata 

negara
36

. 
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f. Menghasut 

Menurut R.Soesilo, Menghasut artinya mendorong, mengajak, 

membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat 

sesuatu, dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja” 

menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” 

akan tetapi bukan “memaksa”
37

. 

g. Penyebaran Berita Bohong (Hoax) 

Dengan majunya dunia telekomunikasi, informasi tanpa disadari 

telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membangun 

sebuah opini yang dirasa dapat menguntungkan dirinya maupun 

kelompok tertentu, salah satu nya banyaknya tersebar berita 

bohong atau yang lebih ramai disebut dengan Hoax. 

Menurut R.Soesilo, Menyebarkan berita bohong yaitu menyiarkan 

berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah 

kabar bohong, yang di pandang sebagai kabar bohong tidak saja 

memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga 

menceritakan secara tidak betul suatu kejadian
38

. 

 

B. Sanksi Hukum Ujaran Kebencian 

1. Sanksi dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik 

Ujaran kebencian menjadi persoalan yang sangat serius ketika yang 

dilakukan tidak hanya permasalahan kebencian semata, tetapi juga hasutan 

untuk melakukan kebencian. Sebuah kelompok aktivis Hak Asasi Manusia 

(HAM) tidak nyaman dengan berbagai kerusuhan yang berbau SARA, 

                                                             
37

 R.Soesilo, “ Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Serta  Komentar Lengkap 

Pasal demi pasal,” Politea, Bogor, 1991, hlm 136. 
38

 Ibid, Hlm 269 



31 

 
kemudian polisi dinilai   harus   bertindak   setelah  adanya  kejadian kerusuhan 

yang  mengakibatkan  memakan  korban. 

Penelitian ini fokus kepada perbuatan ujaran kebencian yang dilakukan 

di media sosial, maka ancaman hukumannya terdapat dalam UU Informasi dan 

Transaksi Elektronik Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang 

sebelumnya yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, yaitu :  

a. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik. 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah pembaharuan dari 

UU ITE yang sebelumnya  pada Nomor 11 Tahun 2008. Pasal 27 ayat 

(3) , 28 ayat (3) dan pasal 45 ayat(1) dan (3)  menyebutkan adanya 

hukuman bagi pelaku tindakan ujaran kebencian, yang berbunyi
39

: 

1. Penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik di media sosial. Pasal 

untuk  perbuatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik 

terdapat dalam  UU  ITE pasal  27  ayat  (3), yang berbunyi: Setiap 

orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi 

Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 

penghinaan dan pencemaran nama baik; 

2. Menyebarkan berita bohong. Yaitu terdapat dalam Pasal 28 ayat 

(1) UU ITE : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak 

menyebarkan 

berita bohong dan  menyesatkan yang mengakibatkan kerugian  ko

nsumendalam Transaksi Elektronik; 

3. Menghasut untuk memusuhi atas dasar suku, agama, ras, antar golo

nganPerbuatan ini terdapat dalam Pasal 28 ayat (3) UU ITE : 
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Setiap 

orang dengan sengaja  tanpa hak menyebarkan informasi  yang ditu

jukan untukmenimbulkan  rasa  kebencian ataupun  permusuhan  in

dividu dan/atau  kelompok  masyarakat tertentu  berdasarkan  atas 

suku, agama, ras,antargolongan (SARA); 

4. Hukuman untuk seseorang yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 

dan  28  UU  ITE, terdapat dalam Pasal 45 UU ITE ayat (1) dan (3)

40
 :  

1).  Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak 

Rp 1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah); 

3). Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat 

dapat diaksesnya Informasi Elektronikdan/ Dokumen Elektronik 

yang memiliki unsur muatan penghinaan dan/ atau pencemaran 

nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau 

denda paling banyak  Rp. 

750.000.000,00 (tujuh  ratus lima puluh juta rupiah); 

Dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan 

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau 

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik 

yang memiliki muatan penghinaan dan/ pencemaran nama baik. 

Maksud dari kata “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau 

menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak 

orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan 

“mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem 
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elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua 

perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem 

elektronik yang menyebabkan Informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik dapat diketahui oleh publik
41

 

b. Dalam Undang – Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan 

Diskriminasi Ras dan Etnis. 

Perbuatan ujaran kebencian dilakukan untuk menghina orang atau 

golongan lain atas dasar suku, agama, ras dan etnis, maka dalam 

hukum pidana Undang-Undang tentang Diskriminasi Ras dan Etnis 

termasuk dalam muatan ini yaitu: Pasal 16: Setiap Orang yang dengan 

sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain 

berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf b 

angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana  penjara  pali

ng lama5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000, 

(lima ratus juta rupiah)
42

; 

Namun selain Undang-undang di atas yang mengatur tentang tindak 

pidana ujaran kebencian di dalam KUHP juga mengatur tentang 

tindak pidana ujaran kebencian (hate speech,) , berikut ini adalah 

penjabaran singkat tentang pasal-

pasal  yang  mengatur  tentang  tindak  pidana ujaran kebencian 

dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), yaitu: 
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1. Pasal 156 KUHP: 

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan 

permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau 

beberapa golongan rakyat Indonesia, di anacam dengan pidana 

penjara 

paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak  emp

atribu  lima  ratus rupiah” 

2. Pasal 156a KUHP: 

“Di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, 

barang siapa yang dengan sengaja di muka umum 

mengeluarkan perasaan ataupun melakukan perbuatan: „ yang 

ada pada pokok bersifat permusuhan , penyalahgunaan atau 

penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia. 

Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga 

yang tidak bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa‟ 

3. Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP: 

„(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau 

menempelkan tulisan atau lukisan dimuka umum, yang isinya 

mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau 

penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat 

Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, 

di ancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam 

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah. 

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada 

waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat 

lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena 
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kejahatan semacam itu juga yang bersangkutan dapat di larang 

menjalankan pencarian tersebut.‟ 

4. Pasal 310 ayat (1), (2), dan (3) KUHP: 

(1) Barang siapa yang sengaja menyerang kehormatan atau 

nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang 

maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, di ancam 

karena pencemaran dengan pidana paling lama Sembilan bulan 

atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

(2) Jika hal itu di lakukan dengan tulisan atau gambaran di 

ancam dengan pencemaran tertulis dengan pidana penjara 

paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling 

banyak empat ribu lima ratus rupiah.   

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika 

perbuatan tersebut jelas di lakukan demi kepentingan umum 

atau karena terpaksa untuk membela diri‟. 

5. Pasal 311 ayat (1) KUHP: 

„Jika yang di lakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran 

tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan 

itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan 

bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia di ancam 

melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat 

tahun‟. 
 

2. Sanksi dalam Hukum Islam 

Istilah hukuman dalam hukum Islam disebut dengan hukum pidana 

Islam, yang merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Hukum pidana Islam 

adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal 

yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang-orang yang dibebani 

kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari 
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al-Qur‟an dan Hadīs

43
. Hukum pidana Islam merupakan syari‟at Allah yang 

mengandung kemashlahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. 

Secara materiil, syari‟at dimaksud mengandung kewajiban asasi bagi setiap 

manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syari‟at, yaitu 

menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri 

sendiri maupun yang ada pada orang lain
44

. Tujuan dari adanya hukum pidana 

Islam ini adalah untuk memelihara jiwa, akal, harta, dan keturunan, dan 

umumnya adalah untuk menegakkan keadilan sehingga terwujud ketertiban dan 

ketentraman masyarakat. Tujuan ini sama dengan konsep tujuan hukum Islam, 

dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat Allah dan Nabi Muhammad yaitu 

untuk kebahagiaan hidup manusia  di dunia dan akhirat. 

Tindak kejahatan yang dilakukan baik itu oleh seseorang maupun 

kelompok/komunitas, sengaja ataupun tidak sengaja, dalam istilah hukum islam 

disebut dengan jarimah, menurut sistem hukum pidana islam, 

jarimah  dibagi  menjadi tiga, yaitu
45

: 

a. Jarimah Hudud 

Dalam istilah Bahasa hudud  adalah had yang artinya ketentuan-

ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan berupa siksaan 

fisik atau moral, menurut syaria‟t yaitu ketetapan Allah yang terdapat 

didalam Alquran dan Hadits, yang termasuk dalam perbuatan pidana 

ini adalah zina, qadzaf, pencurian,  perampokan, khamar, 

pemberontakan dan murtad. 
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b. Jarimah Qisas/diyat  

Adapun arti qishash secara terminologi yang dikemukakan oleh Al- 

Jurnani adalah yang mengenakan sebuah tindakan (sanki hukum) 

kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku 

tersebut (terhadap korban). Sementara itu dalam Al- Mu‟jam Al- 

Wasit, qishash diartikan dengan menjatuhkan sanki hukum kepada 

pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, 

nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. 

Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan 

karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku 

penganiyaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban.  

c. Jarimah Ta‟zir 

Jarimah ta‟zir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong, 

Dalam istilah hukum islam, ta‟zir adalah hukuman yang bersifat 

mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had dab tidak 

juga mengharuskan membayar denda, tindak pidana yang masuk dalam 

jarimah ini ialah perbuatan tindak pidana ringan, seperti pelecehan 

seksual, tuduhan berbuat kejahatan. 

Bentuk lain dari jarimah ta‟zir adalah kejahatan-kejahatan yang 

bentuknya ditentukan oleh pemerintah, yang tidak bertentangan dengan 

prinsip, nilai dan tujuan syari‟at, seperti peraturan lalu lintas, 

pemeliharaan lingkungan hidup, dan pemberian sanksi hukuman yang 

belum ditentukan oleh Alquran dan Sunnah
46

.ta‟zir juga berarti 

hukuman yang berupa memberi pelajaran, karena hukuman tersebut 
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sebenarnya untuk menghalangi pelaku agar tidak melakukan 

perbuatanya lagi, dengan kata lain agar jera. 
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                                                      BAB TIGA 

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP 

PENERAPAN SANKSI UJARAN KEBENCIAN TERHADAP 

PRESIDEN 

 
A. Kasus-kasus Ujaran Kebencian Terhadap Presiden Dalam Hukum 

Positif dan Hukum Pidana Islam 

Dari banyaknya kasus ujaran kebencian yang terjadi, ada kasus yang 

berujung dengan  hukuman penjara bagi pelakunya. Berikut adalah beberapa 

kasus yang pernah terjadi, baik kasus yang terjadi berkenaan dengan hukum 

positif maupun  kasus-kasus  yang  terjadi  dalam  sejarah Islam:  

1. Direktorat Tindak pidana siber (Ditipidsiber) Bareskrim Mabes Polri 

menangkap Ropi Yatsman (36). Ropi ditangkap di Padang, Sumatera 

Barat, Senin (27/2/2017. Dia ditangkap karena di duga mengunggah dan 

menyebarluaskan sejumlah konten gambar hasil editan dan tulisan di 

media sosial yang mengandung ujaran kebencian dan penghinaan 

terhadap pemerintah, diantaranya Presiden Joko Widodo.  Sehingga 

orang tersebut dilaporkan oleh orang terdekat Presiden  Joko widodo ke 

pihak Polisi  dengan sangkaan  pencemarannama  baik  dimedia sosial.

 Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, BrigjenPol  

Rikwanto  menjelaskan  bahwa  tersangka  Ropi  Yatsman menggunakan  

nama  akun  Agus  Hermawan   dan  Yasmen  Ropi  di Facebook.Ia 

mengunggah konten gambar dan tulisan yang bersifat ujaran kebencian 

atau hate speech dan penghinaan kepada pemerintah, kata Rikwanto.             

2.   Kasus terbaru tersebarnya di media sosial Calon wakil presiden Ma‟ruf 

amin mengucapkan selamat natal dengan menggunakan baju sinterklas, 

Video itu merupakan hasil editan dari video Ma'ruf Amin saat 

mengucapkan selamat Natal yang juga sempat beredar di media sosial. 

Namun dalam video aslinya,  Ma'ruf  mengenakan baju khasnya, yakni   

kemeja putih yang dipadukan jas hitam, serban  putihdengan peci,  polisi 
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menuturkan Safwan  yang  diduga  sebagai  orangyang  mengunggah  

video tersebut. 

3.  Penangkapan terhadap Bambang Tri  Mulyono,  yang     

merupakanpenulis buku” Jokowi Undercover” Penangkapan ini 

dilakukan setelah adanya penyelidikan dugaan penyebaran informasi 

berisi ujaran kebencian terhadap presiden joko widodo. Dalam bukunya, 

Bambang Tri Mulyono menyebutkan bahwa Jokowi telah memalsukan 

data saat mangajukan diri sebagai calon Presiden di tahun 2014. Ia juga 

menyebutkan Desa Guriroto, Boyolali, merupakan partai komunis 

Indonesia terkuat se-Indonesia. Apa yang dituliskanya ini seolah olah  

nyata tanpa memiliki  dokumen pendukung  padatulisanya yang buatnya. 

Masih banyak kasus lainnya yang berkaitandengan ujaran kebencian 

terhadap presiden. 

Dalam sejarah kehidupan orang-orang Islam 1.300 tahun yang lalu, maka 

akan diketahui bahwa umat Islam adalah pemilik kemuliaan, keagungan, 

keperkasaan, dan kekuasaan. Tetapi kalau melihat keadaan sekarang, maka 

terlihat umat Islam berada dalam keadaan kehinaan yang besar, dipermalukan, 

dan sedang dalam era kemunduran. Tidak lagi mempunyai kekuatan, kekuasaan, 

keperkasaan, persaudaraan, dan kasih saying, adat dan akhlak yang 

baik, serta amal  perbuatan  yang baik.
52

 

Dalam Islam banyak kata yang ditemukan dalam al-Qur‟an dan Hadits yang 

mempunyai konotasi yang sama dengan istilah ujaran kebencian, seperti 

menghina, fitnah, mengejek, mencela, mengolok-olok atau memandang 

rendah orang lain dengan maksud untuk menunjukkan kebeurukan dan 

kelemahan orang lain, ejekan ataupun hinaan dapat berupa perkataan dan 

perbuatan dan juga dapat dengan sikap tubuh. Kasus ujaran kebencian 

terhadap presiden ataupun pemimpin dalam Islam terjadi pada masa zaman 
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Khulafa’urrasyidin diantaranya terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar 

dan Khalifah Utsman bin Affan. Berikut adalah beberapa contoh kasus yang

 terjadi pada  masa  Khulafa‟urrasyidin: 

a. Ujaran Kebencian  Terhadap  Khalifah  Abu  Bakar  Ash-Shidiq 

Pada suatu hari ada seorang laki-laki yang berkata kasar kepada abu 

bakar. Abdullah bin Qudama dari Abu Barzah berkata: 

يْقِ, فَ قُلْتُ : اقَْ تُ لُوُ ؟ فانَْ تَ هَرَنِ  دِّ قَلَ عَنْ أبَِى بَ رْزةََ أللَأسْلَمِيِّ قاَلَ : اَغْلَظَ رجَُلٌ للِأبَِى بَكْرٍ الصِّ ََ : ليَْسَ ى, 

اَه النساعى سَلَّمَ. )ر ََ  (ىَذَا لٍٍَحَدٍ بَ عْدَ رَسُلِ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ 

“Diriwayatkan dari Abu Barzah Al-Aslamiy, ia berkata: “seseorang 

pernah berkata kasar kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq, lalu aku berkata 

kepadanya (Abu Bakar), apa boleh aku membunuhnya? Lalu ia 

menghardikku dan berkata, tidak boleh bagi seorang pun untuk dibunuh 

hanya karena berkata kasar kepada orang lain selain Nabi SAW.” (H.R. 

An-Nasa‟i)
53

 
 

Kemudian  diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunannya dengan 

sanad   Shahih   dari   Abu  Hurairah   bahwa   Abu Barzah  berkata
54

: 

َ,َفََلٍَجََُرََلََعََظََييَغََتَفََََوَُنَْعَََاللََُضِيَرَََرٍَكَْبَََبَِِْأ ََدََنَْتَُعَِنَْزَةَ،قلََ:لَُرَْأٔبَِِبَََنَْعََ َََلََِنََُذََأ َ:َثََتَُلْقََُ,َفََوَِيَْلَعََََديَتََش ْ ََ

َصَََاللََِلََِوَْسَُرَََةََفََيَْلَِحََ َلََسََرَْأ َ,َفََلََخََدََ,َفََامََقََ,َفََوَُبََضََغَََتَِْمََكَََِتَْبََىََذَْأ َ:َفََالََقَََوَُقََنَُعََُبَُضَِْأ ََلّيََسََوََيَِْلَعَََََاللَِلي

َ
 
َََلًَاَعَِفَََتََنَْلَُ:َأَ الََقََ,َوَُقََنَُعََُبََُضََِْأَ لََِنَْذََ:َإئَْتَُلَْإهفا؟َقََُتََلْقَََُيَْلَِاإَْ:َمََالََقََ,َفََلَيَإ ََتَُلَْ؟َقَُكََثُرََْمََإَََوَْم ,َمَْعََ:َه

ََاَكََ,َمََواللَََِ:َلََالََقََ َََشٍََبَمَََِتَْه َََيَْ:َأَ لٍَبََنَْحَََنَُبََْدَُحََْأ ََالََصلَاللَعليوَوسلَّقَََدٍَميَحََمَُدََعَْب َرٍَكَْبَََبَِِْلَِ َنَْكَُيَََمَْم

َََنَْأَ  َلًَجَُرَََلََتُقََْي
 
َليََإ

 
ِِ َََقََمتَِإََْثَِلََىَإثََدََحَََْ َََرٌَفَْصلَاللَعليوَوسلَّلََُاللََِلَُوَْسَُاَرََيَاَم ََدََعَْب

 
َنََزََِوَْ,َأَ انٍَمََيْإَ

ََ ََدََعَْب
 
َََلَُتْقََوََْ,َأَ انٍَصََحَْإ َََيََْغَبََِسٍَفَْه َََنَْصلَاللَعليوَوسلَّأَ َبَِِّلنيَنََِنََلََوَََسٍَفَْه  لتُقََْي

Dari Abu Barzah ia berkata, “Ketika aku sedang berada bersama Abu Bakar RA 

yang tengah marah kepada seseorang lelaki, dan kian lama 

kemarahannya pun kian meningkat. Maka aku katakan kepada Abu 

Bakar,„Izinkan aku untuk memenggal lehernya,wahai khalifah   Rasulull
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ahSAW.‟ Saat itu, kata-kataku telah habis sebab kemarahanku.Kemudian 

Abu Bakar berdiri dan masuk kerumahnya. Namun kemudian dia 

mengirim seorang utusan dan berkata, „ Apa yang telah kamu katakana 

tadi?‟ Aku menjawab, „Izinkan aku memenggal lehernya.‟Abu Bakar 

bertanya, „Apakah kamu bener-benar melakukannya jika aku 

memerintahkanmu (untuk membunuhnya)?‟Aku menjawab, „Ya‟.Abu B

akar menanggapinya, „Tidak, Demi Allah! Tidak boleh seorangpun yang 

melebihi petuah Muhammad SAW‟!”. 

b. Ujaran Kebencian  di  Masa  Khalifah  Utsman bin Affan                    

Dimasa kepemimpinan Utsman bin Affan telah terjadi fitnah, dan kekaca

uan yang dirancang oleh musuh-musuh Islam dan didukung oleh pihak-

pihak lain baik itu yang disengaja atau tidak itu telah menimbulkan perpe

cahan, permusuhan, perselisihan yang besar ditengah tengah umat Islam 

yang pengaruhnya tetap terasa sampai  saat  ini bahkan mungkinsampai 

kiamat nanti.
55

 

Peristiwa ini diriwayatkan oleh Saif bin Umar. Ia hidup pada 

pertengahan akhir abad tersebut. Ia meriwayatkan dari guru-gurunya 

yaitu : Muhammd bin Abdullah bin Sawad bin Nuwairah, Thalhah bin 

A‟lam,  Abu  Haritsah,  Abu   Utsman  dan  Athiah.  Berikut  ini  

akandijabarkan  peristiwa  terjadinya fitnah  pada masa khalifah 

Utsmanbin Affan: Hal ini adalah rancangan dan strategi dari kaum 

yahudi yang bernama Abdullah ibn Saba‟. Ia adalah seorang yahudi dari 

Shan‟a. Ia masuk Islam pada masa Utsman. Ibunya adalah seorang negro 

berkulit hitam. Abdullah ibn saba‟ sangat senang jika menemui 

kesalahan-kesalahan yang terdapat pada Utsman. Dari sinilah dia  mulai  

menjalankan aksi pemfitnahan untukmenjerumuskan Islam dan kaum 

muslimin kedalam kehancuran. 

Ibn Saba‟ mengumpulkan para sahabat yang berasal dari kalangan 

pencuri dan perampok, yang terdiri dari orang-orang munafik, yahudi, 

dan nasrani. Abdullah ibn saba‟ menyebut kaumnya dengan sebutan 
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sabaiyah, mereka diperintahkan untuk berpura-pura menjadi muslim dan 

mereka diprovokasi untuk menentang penguasa dengan dalih Amar 

makruf nahi mungkar. Ia katakan kepada mereka,” Berontaklah kepada 

para penguasa kalian dan lawanlah para pembantu khalifah.Tunjukanlah 

bahwa kalian selalu menegakkan amar makruf nahi munkar agar orang-

orang menyukai kalian. Selain itu ajaklah mereka untuk mengikuti 

langkah  kalian”. Tidak sampai disitu, banyak tuduhan, hinaan, fitnahan 

yang di lakukan Ibn saba‟ terhadap Utsman bin Affan, salah satunya 

adalah untuk menjatuhkanya dan menghidupkan suatu aliran yang 

dipropagandakan sehingga banyak mendapat pengikut terutama 

dikalangan pecinta Ali ibnu Abi Thalib. Aliran ini adalah aliran yang 

dikenal dalam sejarah Islam dengan sebutan “Mazhab Wishayah”.Dalam 

mazhab ini dinyatakan bahwa ada wasiat dari Nabi Muhammad SAW 

untuk menjadikan Ali sebagai Khalifah sebagai penggantinya. Dalam 

mazhab ini juga menyatakan bahwa Ali adalah penerima wasiat terakhir 

karena Nabi adalah Nabi terakhir. Ditegaskan  juga  oleh  Abdullah  ibn 

Saba‟  bahwa Ali  adalah  yang berhak menjadi Khalifah . Salah satu 

perkataan yang mengadung provokasi ialah: “Sesungguhnya Muhammad 

adalah Nabi terakhir dan Ali adalah wasiat terakhir, adakah orang yang 

lebih zhalim dari pada orang yang tidak membolehkan adanya wasiat 

Rasul, padahal beliau telah memberikan wasiatnya kepada Ali, “Ia pun 

menambahkan” sesungguhnya Utsman telah mengambil wasiat itu tanpa 

hak, padahal ini adalah wasiat Rasulullah, untuk itu bangkitlah dan 

bergeraklah, mulailai dengan mengkhianati pemimpin-pemimpin kalian! 

Lakukan amar makhruf nahi mungkar, maka engkau akan mendapatkan 

hati masyarakat,dan bawalah  kepada mereka hal ini”.            

            Demikianlah beberapa contoh kasus-kasus Ujaran kebencian 

yang terjadi atas pemimpin (Khalifah) yang pernah ada dalam sejarah 

Islam, Rasulullah  SAW  berwasiat  untuk  selalu memuliakan  dan 
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menghormatipara sahabatnya dan peringatkan untuk  selalu waspada 

terhadap berbagaifitnah.   

B. Penerapan Sanksi Tindak  Pidana Ujaran Kebencian Terhadap 

Presiden       Dalam  Hukum Positif 

            Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang memuat tentang tindak 

pidana yang terkait dengan ujaran kebencian terhadap seseorang, kelompok, 

ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015, 

yaitu terdapat dalam KUHP (pasal 156, pasal 157, pasal 310, pasal 311), 

kemudian pasal 28 jis. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang ITE dan pasal 16 Undang-Undang No.40 tahun 2008 tentang 

penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Selain itu juga terdapat dalam pasal 

156a KUHP, pasal 45a Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas UU 

No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan pasal 4 UU 

No.40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi dan Ras. Namun di sini 

penulis hanya memfokuskan Ujaran kebencian yang di atur dalam Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. 

          Berdasarkan Undang-undang yang telah di tetapkan dapat di ketahui 

sanksi apa yang diterapkan terhadap pelaku ujaran kebencian baik terhadap 

individu, kelompok ataupun dalam hal ini Presiden. Adapun contoh penerapan 

sanksi tersebut berdasarkan kasus-kasus ujaran kebencian terhadap 

presiden/wakil presiden adalah sebagai berikut: 

1. Akibat dari perbuatan yang di lakukannya Majelis Hakim Pengadilan 

Negeri Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat memvonis 15 

bulan   penjara   terhadap  Ropi  Yatsman (35),  terdakwa  kasus  penghi

napresiden Joko Widodo dan penyebar ujaran kebencian di media sosial 

Facebook. Dalam sidang di PN Lubuk Basung, Senin (24/7), ketua 

majelis Hakim Mahendrasmara menyatakan terdakwa terbukti bersalah 
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melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 

informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. 

            Selain itu, menurut Mahendrasmara, terdakwa juga mengedit foto 

Presiden Joko Widodo dan di unggah dalam akun Facebooknya, 

melanggar pasal 45 ayat 2 jo pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 

tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Vonis yang di jatuhkan 

majelis  Hakim  terhadap  Ropi Yatsman  sama dengan tuntutan  yang 

oleh jaksa penuntut umum ajukan (JPU). 

Hal yang meringankan terdakwa yaknibersikap sopan dipersidangan  dan

mengakui  kesalahannya.
56

 

2. Tersebarnya di media sosial wakil presiden terpilih Ma‟ruf amin 

mengucapkan selamat natal dengan menggunakan baju sinterklas, 

Setelah menjalani penyidikan di polres Lhokseumawe. Kamis (9/52019) 

Pengadilan Negeri Lhokseumawe  menggelar sidang lanjutan dengan 

agenda tuntutan tuntutan dalam perkara penyebaran video calon wakil 

presiden Ma‟ruf Amin yang mengucapkan selamat natal dengan 

menggunakan pakaian mirip sinterklas. JPU menjerat terdakwa dengan 

alternatif kedua, yakni dengan pasal 45 A ayat 2 jo pasal 28 ayat 2 

Undang-undang nomor 19 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang 

nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). 

Sehingga menuntut terdakwa, yakni Safwan, dengan hukuman penjara 

selama  10  tahun  yang  dipotong   masa  tahanan  serta  membayar  den

daperkara Rp. 2000. Setelah proses peradilan yang panjang, pelaku 

penyebaran video hoaxtersebut divonis dan dijatuhi hukuman penjara 

tujuh (7) bulan penjara oleh pengadilan negeri Lhokseumawe
57

. Sanksi 
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yang dijatuhkan terhadap terdakwa sangat jauh berbeda dengan tuntutan 

yang dijatuhi oleh majelis Hakim. 

3. Bambang  Tri  Mulyono,  yang  merupakan  penulis  buku ” Jokowi Und

ercover”.  Sangkaan serta tuduhan yang dimuat pada buku Jokowi 

undercover yang juga telah tersebar di media sosial ini dianggap 

menebarkan kebencian terhadap kelompok masyarakat, Bambang 

dikenakan pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008  tentang 

penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Dalam pasal tersebut di jelaskan, 

barang siapa saja yang sengaja menunjukan kebencian terhadap ras dan 

etnis tertentu akan dipidana paling lama lima tahun dan denda paling 

banyak Rp.500 juta. Bambang juga dijerat pasal 28 ayat 2 Undang-

undang ITE karena menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa 

kebencian atau permusuhan terhadap individu ataupun kelompok tertentu 

berdasarkan  atas  ras,  suku,  agama,  etnis  dan  antar  golongan  (SARA

).Setelah  menjalani persidangan Bambang Tri Mulyono akhirnya di 

vonis bersalah  dan  dijatuhkan hukuman tiga (3) tahun  penjara  oleh Pe

ngadilanNegeri Blora, Jawa  Tengah
58

. 

            Penerapan sanksi tindak pidana yang ada termuat dalam ujaran 

kebencian akan lebih efektif apabila aparat penegak hukum dapat bekerja 

sama secara profesional dalam menjalankan tugas untuk mencapai 

sebuah yang namanya keadilan. Karena tugas, wewenang, dan tanggung 

jawab aparat penegak hukum berbeda-beda namun saling berkaitan dan 

tidak dapat dipisahkan, dan ini terlihat dari proses mengadili sebuah 

perkara pidana yang mana dalam praktiknya penyidikan dilakukan oleh 

pihak kepolisian, di tahap tuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan, dan 

sampai di tahap penjatuhan vonis melalui putusan pengadilan. Itu semua 

harus dilakukan dengan sebuah tanggung jawab yang besar dengan 
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tingkat profesionalitas yang tinggi dari masing-masing instansi yang 

terkait guna mewujudkan rasa keadilan. 

Dalam hal ini kepolisian memiliki peran yang sangat besar dalam 

proses penerapan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, mulai dari tahap proses penyidikan sampai ke 

proses penahanan. Polisi memiliki andil yang cukup besar dalam proses 

penegakkan hukum dengan menerapkan sanksi yang berlaku, polisi 

memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang patut di periksa, di 

tangkap dan ditahan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol Guntur 

Muhammad Tariq, yang merupakan kasubdit lV Tipidter Dit Reskrimsus 

Polda Aceh, Penerapan sanksi pidana guna penegakkan hukum untuk 

mencapai sebuah keadilan dalam hal ini ujaran kebencian terhadap 

presiden. Kepolisian mengacu pada surat edaran Kapolri Nomor: 

SE/06/X/2015. Tentang penanganan ujaran kebencian ataupun hate 

speech. Yang mana surat ini merupakan peraturan intern yang dijadikan 

acuan dalam penanganan kasus ujaran kebencian. Dalam proses 

penerapan sanksi mengenai kasus ujaran kebencian berdasarkan surat 

edaran tersebut melanggar pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP maka 

kasus tersebut akan ditangani dibagian krimum (Kriminal Umum). 

Sedangkan jika kasus ujaran kebencian tersebut melanggar pasal-pasal 

yang terdapat dalam Undang-Undang di luar KUHP misalnya Undang-

undang ITE maka kasus tersebut di limpahkan untuk ditangani di bagian 

krimsus (Kriminal Khusus). 

Lanjutnya, terkait kasus ujaran kebencian terhadap calon wakil 

presiden yaitu KH.Ma‟ruf Amin yang dilakukan oleh salah seorang 

warga Lhokseumawe beberapa waktu lalu yang menyebarluaskan video 

editan yang dimana KH.Ma‟ruf Amin di edit seakan-akan sedang 

mengenakan pakaian sinterklas sedangkan pada video asli pak Ma‟ruf 
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sedang mengenakan jas nya dengan serban dan peci hitam yang 

pakainya. Setelah tim kami melakukan penyelidikan dan target telah 

ditemukan keberadaannya maka pengejaran serta penangkapan terhadap 

pelaku kami lakukan dengan tim gabungan dengan polres 

Lhokseumawe
59

. 

Setelah dilakukan penyidikan yang panjang, JPU menjerat 

terdakwa dengan alternatif kedua, yakni dengan pasal 45 A ayat 2 jo 

pasal 28 ayat 2 Undang-undang nomor 19 tahun 2019 atas perubahan 

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi 

elektronik (ITE). Sehingga menuntut terdakwa, yakni Safwan, dengan 

hukuman 

penjara  selama 10 tahun  yang  dipotong   masa  tahanan  serta  membay

ardenda perkara Rp. 2000. Setelah proses peradilan, pelaku penyebaran 

video hoaxtersebut divonis dan dijatuhi hukuman penjara tujuh (7) bulan 

penjara oleh pengadilan negeri Lhokseumawe. Sanksi yang dijatuhkan 

terhadap terdakwa sangat jauh berbeda dengan tuntutan yang dijatuhi 

oleh majelis Hakim.dan proses peradilan sudah usai akhirnya pelaku 

penyebaran video hoax tersebut di vonis majelis hakim pengadilan 

negeri (PN) Lhokseumawe dengan hukuman tujuh bulan penjara, Selasa 

(21/05/2019). 

Tahap penerapan sanksi mulai dari kepolisian sampai keranah 

pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas 

menerapkan sanksi sanksi dan menerapkan norma yang ada dalam 

peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat, dalam 

pelaksanaan tugas untuk menerapkan sanksi berdasarkan undang-undang 

yang berlaku guna tegaknya hukum secara adil dan tercapainya tujuan 

hukum yaitu adanya kepastian hukum. 
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Sebagai praktisi ataupun aparat penegak hukum yang ditugaskan 

di Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Dalam menjalankan fungsi untuk 

menegakkan hukum tidak jauh berbeda dengan aparatur yang lainnya 

yang mana dalam menegakkan hukum harus berlandaskan tujuan hukum 

yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dengan cara 

bagaimana menerapkan dan menjatuhkan sanksi itu harus sesuai dengan 

undang-undang yang berlaku supaya keadilan itu nyata adanya.
60

 

Kemudian didalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang 

ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, ada beberapa ketentuan yang 

bisa di jadikan rujukan. Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: 

„Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu 

perkara yang di ajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang 

jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya‟. 

Jadi dengan demikian apapun perkara yang masuk ke pengadilan 

tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak suatu perkara, apalagi ujaran 

kebencian yang jelas-jelas hukum mengatur tentang perkara ini, KUHP 

mengatur, di luar KUHP ada Undang-Undang ITE yang mengatur 

bagaimana sanksi atas perbuatan tersebut. 

Selain itu di dalam pasal 5 ayat (1) dalam UU N0.4 tahun 2004 

tetang pokok kekuasaan kehakiman yang berbunyi: “Pengadilan 

mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Maka 

kalau kita pahami pasal tersebut di dalam hukum tidak ada pembedaan 

golongan, semua yang melanggar harus di proses sesuai dengan undang-

undang yang berlaku.
61

 

Dalam Islam juga telah diajarkan bahwa seseorang yang bertugas untuk 

memutuskan sesuatu hukuman di antara manusia, diperintahkan untuk 
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memutuskan suatu perkara dengan adil.Dalam hal ini seseorang yang di maksud 

memutuskan suatu perkara diantara manusia lainnya adalah Hakim. Al-Qur‟an 

surat An-Nisa ayat 58 berbunyi: 

ه ٱإنَِّ  واْ  للَّّ دُّ ن تؤُه
ه
مُركُُهۡ أ

ۡ
َٰتِ ٱيهأ َٰنه مه

ه
ا  لۡۡ هۡنهِه

ه
ٰٓ أ مۡتُه بهيۡۡه إلَِه كه ۡكُمُواْ  لنَّاسِ ٱوَإِذها حه ن تَه

ه
أ

 ِ دۡلِ  ٱب ه ٱإنَِّ  مۡعه ا يهعظُِكُه بهِِ  للَّّ ه ٱإنَِّ  ۦٓ  نعِِمَّ َۢا بهصِيٗرا  للَّّ مِيعه نه سه  كَه

 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat” (QS.An-Nisa:58) 
 

Didalam ayat di atas Allah memerintahkan kita untuk menaikkan amanat 

kepada ahlinya (yang mampu) dan menghukumi manusia secara adil.Amanat 

yang dimaksud disini adalah memberikan sebuah putusan hukum yang adil. 

Maka konteks hukum di pengadilan penerapan sanksi secara adil yang di 

jatuhkan hakim menempati posisi utama terhadap proses penegakkan hukum. 

 

C.  Tinjauan Hukum  Pidana  Islam  Terhadap  Penerapan  Sanksi  

Ujaran Kebencian Terhadap Presiden. 

Hukum  pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fiqh Jinayah. 

Fiqh Jinayah merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau 

perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang-orang 

yang di bebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum 

yang terperinci dari  Alquran  dan  Hadist.
62

 Perbuatan Kriminaldisinidimaksud, 

adalah perbuatan-perbuatan kejahatan yang menganggu ketentraman umum 

serta tindakan yang di anggap melawan Undang-Undang yang bersumber dari 

Al-Qur‟an dan  Hadist.  
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           Tujuan dari hukum pidana Islam ialah untuk memelihara jiwa, akal, 

harta, dan keturunan, dan umumnya adalah untuk meneggakkan keadilan  

dengan menerapkan sanksi yang yang adil sehingga terwujudnya ketertiban dan 

ketentraman dalam masyarakat. Tujuan ini sama dengan konsep tujuan hukum 

Islam, yang berdasarkan pada ketetapan hukum yang di buat Allah dan Nabi 

Muhammad yaitu untuk  kebahagiaan  hidup  manusia di  dunia  dan  akhirat.  

           Ujaran Kebencian adalah sebuah ungkapan yang berisi pendapat, yang 

disampaikan dengan tulisan maupun dengan lisan, namun dalam bentuk hasutan, 

megajak akan sebuah kebencian, menghina dan mencemarkan kehormatan dan 

nama baik seseorang ataupun kelompok tertentu dalam hal beragama, suku, ras, 

etnis, gender, antar golongan dan lain-lainya. Ungkapan tersebut menimbulkan 

kerugian pihak lain, bahkan menimbulkan kekerasan dan peperangan antara 

seseorang  atau  kelompok  dengan  kelompok  lainnya.  

          Pemimpin atauKhalifah yang di dalam Islam di wakilkan kepada sahabat 

Rasulullah atau Khulafaur’rasyiddin. Larangan menghina dan mencela terhadap 

para sahabat terkandung dalam sebuah hadits,seperti hadits yang diriwayatkan 

oleh Imam Ahmad  sebagai  berikut:  

           Imam Ahmad berkata dalam risalah yang diriwayatkan olehAbu Sa‟id 

Al-Khudri ra 
63

:  

ريِ رَضِيَ اللهُ عَن هُ قَالَ: قَالَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم: لَا تَسُبُّوا أَص حَابِ، حَدِيثُ أَبِ سَعِيدٍ الخدُ  
(  26فَ لَو أَنَّ أَحَذكَُم أنَ  فَقَ مِث ل أُحُذٍ ذَهَبًا، مَا بَ لَغَ مُدَّ أَحَدِهِم ، وَلَا نَصِيفَهُ. )أخرجه البغري في: )

( باب قول النبِ صلى الله عليه وسلم 5وسلم )كتبا فضا ئل أصحا ب النبِ صلى الله عليه 
 لوكنت متخدا خليلا(

Diriwayatkan dari Abu Sa‟id Al-Khudri ra, ia berkata, “Nabi SAW bersabda, 

„Janganlah engkau menghina sahabat-sahabatku, seandaiya salah 

seorang dia antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, 

tidak akan menyamai besarnya mud mereka, tidak juga 

setengahnya‟.” (disebut oleh Al-Bukhari pada kitab ke-62 kitab 
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keutamaan para sahabat Nabi SAW bab ke-5 bab Sabda Nabi SAW 

seandainya aku menjadikan seorang kekasih.). 

 

Dari  hadits  diatas, menjelaskan bahwa larangan atas ujaran kebencian 

para sahabat Rasulullah SAW terutama sekali sahabat Nabi yang empat tersebut. 

Berikut adalah beberapa Dalil yang menjelaskan akan perbuatan mencela yang 

terdapat  pada  Al-Qur‟an  dan  Hadits. Adapun larangan ujaran kebencian 

mencela, menghina, menghasut,  provokasi  di  dalam  Al-Qur‟an yang pertama 

terdapat  dalam  surat Al-Hujurat ayat 12  yang  berbunyi:  

سُوإَْوَلََ َۖٞوََلََتَََسي ثۡم
 
َإ نِّ مظي

 
َبعَۡضََأ ني

 
َإ نِّ مظي

 
نََأ َلَثِيٗإَمِّ جۡتنَبُِوإْ

 
ينََءَإمَنوُإَْأ ِ لي

 
َاأ أٓ يُّه يعۡضُكََُُيَ   يغَۡتَبَب

َمحَۡمََأ خِيوَِمَيَۡ َأ حَدُكَُُۡأ نَيأَٔۡكَُُ به َبعَۡضًاَۚأ يُُِ حِيمم َري إبم َثوَي َ للّي
 
َأ ني

 
َإ ۚ َ للّي

 
يقُوإْأ ث

 
 تٗاَفكََرىِۡتُمُوهَُۚوَأ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka 

(kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa.Dan 

janganlahmencari-carikeburukan orang dan  menggunjingkan satu sama 

lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging 

saudaranya yang sudah mati?Maka tentulah kamu merasa 

jijik kepadanya Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

Maha  Penerima  Taubat   lagi  MahaPenyayang” (Al-Hujurat:12) 

Dan di dalam Surah lain terdapat pada surah Al-Humazah ayat 1 yang 

berbunyi: 

يۡل   زهة وه ُّمه ةٖ ل زه ِ هُمه
 مّكُِّ

“ Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela” 

Dari apa yang telah di jelaskan sesungguhnya Allahsangat benci 

perbuatan mencela atau menghina, menghasut orang lain. Karena hal itu 

merupakan hal yang tercela, seperti yang terkandung dalam hadist di bawah ini: 

Dalam Hadits disebutkan beberapa Hukuman yang diberikan kepada 

seseorang  yang  menghina  Sahabat  Rasulullah,  diantaranya  sebagai  berikut: 

Harits bin Utbah berkata: Umar bin Abdul Aziz dihadapkan pada seorang lelaki 

yang mencela Utsman. Ia berkata, “Apa yang mendorongmu untuk 

mencelanya?” Ia menjawab “Aku membencinya”, Umar berkata, “Jika kamu 
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marah terhadap seseorang apakah kamu akan mencelanya?” maka Umar 

menjatuhkan titah atas lelaki tersebut sehingga ia di cambuk  sebanyak 30 kali.
64

 

           Selanjutnya ada juga Hadist lain yang menyebutkan hukuman yang 

berbeda, yaitu Imam Ahmad meriwayatkan Abu Muawiyah menceritakan 

kepada kami, Ashin Al-Ahwal menceritakan kepada kami, Ia berkata: 

“Dihadapkan kepada ku seorang laki-laki yang mencela Utsman. Aku 

mencambuknya 10 kali, kemudian ia mengucapkan celaan kembali, maka aku 

mencambuknya 10 cambukan lagi. Ia terus mencela Muawiyah sampai aku 

mencambuknya sebanyak 70 kali cambukan”
65

 

Kalau merujuk berdasarkan kedua hadist di atas penerapan sanksi yang 

di lakukan berbeda-beda yang di berikan terhadap pelaku ujaran kebencian, 

dalam hal ini ialah kasus penghinaan sahabat Rasulullah yang tidak lain adalah 

para Khalifah di masa Khulafaur’rasyidin, hadis pertama mengatakan bahwa 

sanksi yang di terapkan terhadap pelaku ialah hukuman cambuk sebanyak 30 

kali kemudian dalam hadits kedua hukuman yang di terapkan ialah 70 kali 

cambukan kepada pelaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku penghinaan 

tidak boleh di jatuhkan hukuman mati, karena hal tersebut hanya boleh di 

lakukan bagi penghina Rasulullah SAW, sesuai dengan apa yang di jelaskan 

didalam hadist di bawah ini yang bunyinya sebagai berikut: Pada riwayat Abu 

Bakar bin Abu Hurairah bahwa Abu Barzah berkata: “Seorang lelaki mencela 

Abu Bakar sehingga aku berkata: “Wahai khalifah Rasulullah, bolehkah aku 

memenggal lehernya?” Abu Bakar pun menjawab, Celakalah kamu! Hal itu 

tidak boleh dilakukan  untuk  seorangpun  sepeninggal  Rasulullah”.
66

 

Kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang maupun kelompok, yang 

di lakukan secara sengaja maupun tidak, dalam Hukum Pidana Islam di sebut 

Jarimah, yang mana di dalam Hukum pidana Islam di bagi menjadi tiga, 

diantaranya, Jarimah Hudud, jarimah qisas/diyat, serta jarimah ta’zir. Dalam 
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istilah Bahasa hudud  adalah had yang artinya ketentuan-ketentuan tentang 

sanksi terhadap pelaku kejahatan berupa siksaan fisik atau moral, menurut 

syariat yaitu ketetapan Allah yang terdapat didalam Alquran dan Hadits, yang 

termasuk dalam perbuatan pidana ini adalah zina, qadzaf, pencurian, 

perampokan, khamr, pemberontakan dan murtad. Adapun arti qishash secara 

terminologi yang dikemukakan oleh Al- Jurnani adalah yang mengenakan 

sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang 

dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara itu dalam Al- 

Mu’jam Al- Wasit, qishash diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada 

pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa 

dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Dengan 

demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah 

menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiyaan boleh dianiaya karena ia

 pernah menganiaya korban. Kemudian diyatadalah  jarimah yang manahukuma

nnya berupa ganti rugi atau denda atas penderitaan yang di alami korban atau 

keluarganya. Yang termasuk jarimah ini ialah pembunuhan tak sengaja dan peng

aniayaan  tak sengaja yang mengakibatkanterlukanya  anggota  badan. Kemudia

n Jarimah ta’zir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Dalam 

istilah hukum Islam, ta‟zir adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak 

mengharuskan pelakunya dikenai had dan tidak juga mengharuskan membayar 

denda, tindak pidana yang masuk dalam jarimah ini  ialah perbuatan   

tindak  pidana   ringan,  seperti    pelecehan   seksual, tuduhanberbuat kejahatan. 

Bentuk lain dari jarimah ta’zir adalah kejahatan-kejahatan yang 

bentuknya ditentukan oleh pemerintah, yang tidak bertentangan dengan prinsip, 

nilai dan tujuan syari‟at, seperti peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan, 

dan pemberian sanksi hukuman yang belum ditentukan oleh al-Quran dan 

Sunnah
67

. Ta’zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran, karena 
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hukuman tersebut sebenarnya untuk menghalangi pelaku agar tidak melakukan 

perbuatannya lagi,dengan kata lain agar jera.  

Dari pemaparan di atas di simpulkan bahwa dalam Islam ujaran 

kebencian terhadap presiden dilarang, al-Qur‟an dan Hadits menyebutkan bahwa 

perbuatan menggunjing, mengadu domba, menghasut, mengupat, mencaci maki, 

memanggil dengan julukan yang tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis 

yang bersifat menjatuhkan harkat dan martabat orang lain. Islam pun, 

menghinakan  orang-orang  yang  melakukan  perbuatan  ini. Ujaran kebencian 

sangat erat kaitannya dengan penghinaan, dan pencemaran nama baik, 

menghasut serta merupakan pelanggaran yang menyangkut harkat martabat 

orang lain, tuduhan serta fitnah, hasutan yang dapat memprovokasi sangat besar 

pengaruh dan akibatnya, karena dapat menghancurkan reputasi, keluarga, karir, 

dan kehidupan  dalam masyarakattentunya.  

Melihat dari pengertian Jarimah ta’zir di atas, yang mana Ta’zir adalah 

hukuman yang bersifat mendidik, dan Ujaran kebencian di lakukan lewat media 

sosial yang merupakan perbuatan yang baru pada zaman ini, menyangkut 

kepada tindakan yang berkaitan dengan hak perorangan seperti penghinaan, 

pencemaran nama baik, menjatuhkan kehormatan atas dasar suku, agama, ras , 

etnis, dan gender, yang artinya hukumannya bukan termasuk had dan qisas, 

yang mana di dalam al-Qur‟an tidak mengatur masalah penerapan sanksi 

terhadap jarimah ini, maka sanksi dari perbuatan ujaran kebencian ini termasuk 

ke dalam jarimah ta’zir yang memberikan kewenangan kepada Ulil 

amri/pemimpin untuk menentukan hukuman ataupun sanksi bagi pelaku demi 

tercapainya kemaslahatan bagi umat. 

Maksud dan tujuan utama dari sanksi ta’zir ini adalah sebagai represif 

dan edukatif.Yang dimaksud dengan represif adalah sanksi ta’zir harus 

memberikan dampak yang baik bagi si pelaku terhukum, sehingga tidak lagi 

melakukan kesalahan perbuatan yang sama. Yang di maksud dengan edukatif 
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adalah sanksi ta’zir harus mampu mengubah pola hidup menjadi lebih baik lagi 

sehingga menjauhi perbuatan yang mendekati maksiat.
68

 

Kemudian di penerapan sanksinya jika di dalam Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 19 tahun 2016 sanksi yang 

diterapkan adalah hukuman penjara 6 tahun serta denda paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu milyar) sedangkan di masa Khulafaur‟rasyidin, pada 

masa pemerintahan Khalifah Abu bakar dan Khalifah Utsman, hadis pertama 

mengatakan bahwa sanksi yang di terapkan terhadap pelaku ialah hukuman 

cambuk sebanyak 30 kali kemudian dalam hadits kedua hukuman yang di 

terapkan ialah 70 kali cambukan kepada pelaku. Maka dalam hal ini pemejaraan 

merupakan bagian dari Ta‟zir seperti halnya jilid (cambukan), yang mana sanksi 

tersebut merupakan wewenang pemimpin yang merujuk pada ketentuan-

ketentuan al-Qur‟an dan Hadits, pemenjaraan juga bisa menjadi sanksi yang bisa 

memberikan efek jera dan mendidik bagi para pelaku, kemudian juga dapat 

berfungsi pencegahan bagi masyarakat untuk melakukan perbuatan ujaran 

kebencian tersebut, itulah salah satu tujuan utama dari pemenjaraan dalam 

sanksi ta‟zir. 

                                                         
68

Ibid, hlm 187  
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis sampaikan, ada beberapa hal 

yang menjadi kesimpulan dari pembahasan tentang “Penerapan Sanksi Tindak 

Pidana Ujaran Kebencian Terhadap Presiden Dalam Undang-undang nomor 19 

tahun 2016 Tentang Informasi dan transaksi elektronik Ditinjau Menurut hokum 

pidana Islam” adalah sebagai berikut: 

1.  Dalam Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik ketentuan sanksi 

merujuk pada pasal 27 ayat (3) , 28 ayat (3), dan pasal 45 ayat (1) dan 

(3) mengatur tentang hukuman terhadap tindak pidana ujaran kebencian, 

yang mana hukuman yang diatur dalam pasal tersebut dipidana penjara 

paling lama empat sampai enam tahun penjara dan denda paling banyak 

Rp.750.000.000- Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Kemudian dalam 

penegakkan hukum tidak ada pembedaan  status sosial, baik mereka yang 

pejabat, orang kaya, rakyat kecil dimata hukum sama. 

2. Menurut tinjauan hukum pidana Islam sanksi yang termuat di dalam 

Undang-undang ITE serta penerapannya dilapangan sesuai dengan hukum 

pidana Islam, karena di dalam agama dilarang untuk menghina dan 

menghasut sesama muslim yang mana larangan tersebut sudah di tegaskan 

dalam al-Qur‟an dan Hadist, tindak pidana yang dikategorikan ujaran 

kebencian di antaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, 
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penistaan, perbuatan yang tidak menyenangkan, provokasi, dan penyebaran 

berita bohong. Sedangkan dalam bentuk sanksi terdapat perbedaan, dalam 

hukum pidana Islam  sanksi yang diterapkan pada masa 

Khulafaurasyiddin adalah hukuman cambuk. Sedangkan dalam hukum 

positif sanksi yang diberikan itu adalah hukuman penjara. Namun terlepas 

dari itu ujaran kebencian yang mencakup beberapa tindak pidana 

didalamnya tersebut termasuk kedalam kategori jarimah ta‟zir karena tidak 

ditentukan dalam Al-qur‟an maupun Hadist, Hukuman ta‟zir adalah 

hukuman yang bersifat vmencegah, yang menolak timbulnya bahaya, yang 

penetapan sanksinya adalah hak dan wewenang penguasa atau pemimpin 

(Ulil Amri). 

 

B. Saran 

Saran ini penyusun tujukan kepada seluruh golongan baik Pemerintah, 

aparat penegak hukum dan juga masyarakat pada umumnya: 

1. Mengingat zaman ini telah masuk pada era yang dimana Teknologi 

mulai menjadi kebutuhan, tak jarang kebutuhan ini menjadi di salah 

gunakan, di harapkan para aparat penegak hukum dapat memanfaatkan 

dengan baik guna memberikan Informasi serta mensosialisasikan tentang 

adanya perbuatan yang di anggap sebuah ujaran kebencian kepada 

masyarakat guna mencegah terjadi perbuatan ujaran kebencian. 
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2. Kepada Masyarakat diharap lebih bijak dalam menggunakan Media 

sosial, dan hindarkan perkataan yang di rasa tidak pantas ataupun kata 

yang dapat melukai perasaan orang lain sebab Allah dalam firmanNya 

melarang mengolok-olok, mencela, dan memanggil dengan gelar-gelar 

yang buruk. 
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